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MOTTO 
 
ۖ  ِطْسِقْلِاب  َءَادَهُش  َِِلِل  َنيِماََوق اُونوُك اُونَمآ  َنيَِذلا اَهَُّيأ اي 
“Hai orang-orang yang beriman,hendaklah kamu menegakkan 
persaksianmu karena Allah dengan sejujur-jujurnya (dengan seadil-
adilnya)... ” 
 
 (Q.S. AL-MAIDAH: 8) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
  
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha Kh Ka dan ha 
د dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ر ra R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ix 
 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Ki 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
و wau W We 
ه ha H Ha 
ء hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  َ  Fathah A A 
  َ  Kasrah I I 
  َ  Dammah U U 
  Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transiterasi 
x 
 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. هذيب  Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
    Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لرح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
 
Harakat 
dan Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif atau ya a> a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan wau u> u dan garis di atas 
       Contoh : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
xi 
 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah  transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah 
/h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحلط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi 
ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang 
sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
xii 
 
1. انّبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  
لا. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata 
sandang yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan 
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti 
dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata 
yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
xiii 
 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لوسرلاإ دحمم ام و Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
2. نيملاعلا بر للهدمحلا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat 
yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa 
xiv 
 
dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa 
dirangkai. 
Contoh : 
 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. نيقزارلاريخ وهل الله نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqin / Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-ra>ziqi>n 
 زيملاو ليكلا اوفوأفنا v 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / 
Fa auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
Kunti Yasmin Al-Wafiyah, NIM : 162121040; “KEDUDUKAN 
SAKSI DALAM PERKARA IS\|BA<T NIKAH PERSPEKTIF EMPAT 
IMAM MADZHAB DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan 
PA Sragen Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Sr)” Permohonan isbat nikah 
dengan nomor perkara 0079/Pdt.G/2019/PA.Sr diajukan dengan alasan guna 
dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus buku nikah untuk melengkapi 
persyaratan mengurus pensiunan janda.  Dalam pembuktiannya, pemohon 
kemudian mengajukan alat bukti berupa alat bukti tulis dan tiga orang saksi. 
Akan tetapi saksi yang dihadirkan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam Pasal 26 KHI dimana seorang saksi haruslah seseorang yang melihat, 
mendengar dan mengalami sendiri peristiwanya . Penelitian ini merupakan 
upaya untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Isbat Nikah dengan 
menghadirkan saksi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 KHI.  
Pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah (1) Apa 
pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sragen dalam menerima Nomor 
0079/Pdt.G/2019/PA.Sr tentang Isbat Nikah?, (2) Bagaimana kedudukan 
saksi dalam perkara  Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Sr perspektif Imam Empat 
Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam? 
Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka digunakan metode 
keputakaan (Library Research) dengan mengumpulkan bahan-bahan 
penelitian sebagai objek penelitian, pengumpulan data dilakukan dengan 
membaca berkas putusan Nomor. 0079/Pdt.G/2019/PA.Sr, buku-buku yang 
berhubungan dengan perkara Isbat Nikah, penulis juga mempelajari 
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul skiripsi ini, serta ditunjang 
dengan karya ilmiah para sarjana, internet, artikel, jurnal serta dokumen-
dokumen berupa Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam yang 
berkaitan dengan judul skripsi ini. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim 
dalam mengabulkan permohonan pemohon didasarkan pada pendapat Imam 
Empat Madzhab dalam Kitab Fiqhul Islam Wa Adillatuhu tentang kebolehan 
menggunakan saksi yang tidak melihat, mendengar, dan mengalami sendiri 
peristiwa dalam perkara perkawinan dan pertimbangan lain seperti 
kemashlahatan. Selain itu Majelis Hakim juga berpegang  pada peraturan 
dalam Pasal 10 sampai dengan 19 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 
sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam. 
 
Kata Kunci: Saksi, Isbat Nikah, Imam Empat Madzhab, KHI 
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ABSTRACT 
 
Kunti Yasmin Al-Wafiyah, NIM: 162121040; "THE POSITION OF 
WITNESSES IN BETWEEN THE PROSPEROUS MARRIAGE PERSPECTIVE 
OF FOUR MADZHAB PRIEST AND ISLAMIC LAW COMPILATION (Study 
of Sragen PA Decision Number 0079 / Pdt.G / 2019 / PA.Sr)" Marriage 
application with case number 0079 / Pdt.G / 2019 / PA. Sr. was filed with the 
reason to be used as a legal basis for taking care of marriage books to complete 
the requirements for caring for retired widows. In its proof, the applicant then 
submits evidence in the form of written evidence and three witnesses. However, 
the witness presented is not in accordance with the provisions stipulated in Article 
26 KHI whereby a witness must be someone who sees, hears and experiences the 
event himself. This research is an effort to find out how the Marriage Isbat 
implementation is by presenting witnesses who are not in accordance with the 
provisions in Article 26 KHI. The main questions to be answered through this 
research are (1) What is the consideration of the Sragen Religious Court Judge in 
accepting Number 0079 / Pdt.G / 2019 / PA.Sr about Marriage Isbat ?, (2) What is 
the position of witnesses in case Number 0079 / Pdt. G / 2019 / PA.Sr perspective 
of the Four Imams of Madzhab and Compilation of Islamic Law? 
To answer this question the Library Research method is used by gathering 
research materials as research objects, data collection is done by reading the 
Decision Number file. 0079 / Pdt.G / 2019 / PA.Sr, books relating to the Isbat 
Nikah case, the author also studies documents relating to the title of this 
description, and is supported by scientific work of scholars, the internet, articles, 
journals and documents documents in the form of Law and Compilation of 
Islamic Law related to the title of this thesis. 
The results showed that the Panel of Judges' consideration in granting the 
petition was based on the opinion of the Imam of the Four Schools in the Book of 
Fiqhul Islam Wa Adillatuhu about the ability to use witnesses who did not see, 
hear, and experience events in marital cases and other considerations such as 
prosperity. In addition, the Panel of Judges also adheres to the regulations in 
Articles 10 to 19 of Law No. 1 of 1974 and Articles 39 to 44 of the Compilation 
of Islamic Law. 
 
Keywords: Witness, Isbat Nikah, Fourth Imam of Madzhab, KHI 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri 
karena manusia cenderung memiliki sifat ketergantungan kepada orang 
lain. Dalam hal ini Allah mensyariatkan perkawinan bagi manusia 
karena adanya beberapa nilai dan tujuan utama yang baik bagi manusia 
itu sendiri, diantaranya adalah untuk mencetak generasi manusia dan  
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi. Dalam alam Pasal 
14 sampai dengan Pasal 29 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Buku 1 
tentang Perkawinan dijelaskan beberapa rukun dan syarat perkawinan 
yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan suatu ikatan perkawinan. 
Selain itu juga untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi setiap 
masyarakat, setiap perkawinan wajib untuk dicatatkan. Dimana dalam 
hal pencatatan ini sudah menjadi kewenangan PPN (Pegawai Pencatat 
Nikah). Adapun perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan 
Pegawai Pencatat Nikah tidaklah memiliki kekuatan hukum.1  
Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang 
dibuat oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah). Dalam hal perkawinan 
tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Is|ba<t 
Nikahnya ke Pengadilan Agama. Is|ba<t nikah merupakan salah satu 
                                                             
       1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 6 
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upaya pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut 
Syari’at Agama Islam akan tetapi tidak dicatatkan oleh Pegawai 
Pencatat Nikah yang berwenang. Dalam Pasal 1 dan 2 Undang-undang 
No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan:  
(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya. 
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang 
berlaku.   
Is|ba<t nikah hanya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan 
dengan hilangnya akta nikah; adanya perkawinan dalam rangka 
penyelesaian perceraian; adanya keraguan tentang sah tidaknya 
perkawinan; dan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya 
Undang-undang Nomor1 Tahun 1974.2 
Proses beracara (Is|ba<t Nikah) dilakukan di Pengadilan Agama 
yang memang berwenang menangani masalah perdata bagi umat  
Islam. Hal ini sejalan dengan peraturan Pasal 49 UU No 7 Tahun 1987 
tentang Peradilan Agama yang membahas mengenai tugas dan 
wewenang Peradilan Agama itu sendiri. Dalam hal ini penulis 
menjadikan Pengadilan Agama Sragen sebagai lokasi penelitian. 
Pengadilan Agama Sragen merupakan Pengadilan Tingkat pertama 
dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang. 
Kabupaten Sragen sendiri terletak di jalur utama Solo-Surabaya. 
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Kabupaten ini merupakan gerbang utama sebelah Timur Provinsi Jawa 
Tengah, yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. 
Secara Astronomis Kabupaten Sragen terletak pada 7 º 15’ LS - 7 º 30’ 
LS dan 110 º 45 BT - 111 º 10 BT. Pengadilan Agama Sragen 
berkedudukan di Kabupaten Sragen dengan alamat di Jalan Dr. 
Soetomo Nomor3A Sragen.3  
Pengadilan Agama Sragen semenjak tahun 2015 menduduki 
peringkat paling atas dalam hal penanganan perkara se-Soloraya. Pada 
tahun 2015 tercatat perkara yang diterima di Pengadilan Agama Sragen 
sejumlah 3.186. pada tahun 2016 tercatat perkara yang diterima di 
Pengadilan Agama Sragen sejumlah 1.546.  Pada tahun 2017 tercatat 
perkara yang diterima di Pengadilan Agama Sragen sejumlah 2.299 
perkara. Pada tahun 2018 tercatat perkara yang diterima Pengadilan 
Agama Sragen sejumlah 1.983 perkara. Sedangkan pada tahun 2019 
selama rentang waktu bulan Januari-Maret 2019 tercatat perkara yang 
sudah ditangani Pengadilan Agama Sragen sejumlah 901 perkara 
dengan uraian; sebanyak 892 perkara merupakan perkara perceraian, 2 
perkara merupakan perkara waris, 2 perkara merupakan perkara 
Ekonomi Syari’ah, 2 perkara merupakan perkara Izin Poligami, dan 3 
perkara merupakan perkara Is|ba<t Nikah.4  
                                                             
       3 Laporan Tahunan PA Sragen Tahun 2018 
 
        4 Dikutip dari https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-sragen/periode/putus 
diakses pada 14 Maret 2019 Pukul 21.07 WIB 
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Dari tiga perkara permohonan mengenai Is|ba<t Nikah yang 
diajukan ke Pengadilan Agama Sragen, dua diantaranya berhasil 
dikabulkan oleh Majelis Hakim, sedangkan satu perkara lainnya telah 
dicabut oleh Pemohon sebelum perkara tersebut diperiksa. Dari dua 
perkara permohonan yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim 
tersebut menurut penulis, ada satu perkara dimana para Pemohon tidak 
menghadirkan saksi sebagaimana diatur di dalam Pasal 26 KHI.5  
Perkara Is|ba<t Nikah dengan menghadirkan saksi yang tidak 
sesuai dengan peraturan Pasal 26 KHI ini tercantum dalam Putusan 
Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Sr yang di dalamnya berisi tentang 
pengajuan permohonan Is|ba<t Nikah dengan alasan untuk mengurus 
pensiunan janda. Dalam Is|ba<t Nikah ini para pemohon tidak 
menghadirkan saksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 KHI, 
dimana seorang saksi haruslah orang yang hadir dan menyaksikan 
secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada 
waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan, melainkan mereka 
justru menghadirkan dua orang saksi yang merupakan tetangga mereka 
sendiri dan satu saksi lagi yang merupakan adik kandung pemohon 
yang pada dasarnya saksi-saksi tersebut tidak mengetahui peristiwa 
akad nikah Pemohon, karena para saksi tersebut tidak menghadiri 
acara akad nikah. Namun senyatanya para saksi tersebut mengetahui 
adanya walimatul ursy yang telah diselenggarakan Pemohon, serta para 
                                                             
       5 Muhammad Harist, Hakim Pengadilan Agama Sragen, Wawancara Pribadi,  26 Maret 
2019, Jam  11.55-13.25 WIB. 
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saksi mengetahui bahwa Pemohon telah hidup berkeluarga semenjak 
tahun 1962. Sehingga dengan demikian saksi yang seperti ini oleh para 
Hakim disebut dengan Saksi Istifadhah.6 Saksi Istifadhah merupakan 
saksi yang kesaksiannya tidak bersumber dari pendengaran, 
pengelihatan dan pengalamannya sendiri, padahal dalam Pasal 171 (1) 
HIR, Pasal 308 (1) R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata diatur 
bahwasannya yang menjadi saksi itu harus memberikan keterangan 
dari hal-hal yang ia lihat, dengar dan raba sendiri. Apa yang ia ketahui 
dari keterangan orang lain atau berdasar pengetahuan umum yang ada 
di masyarakat tidaklah diperkenankan.7 
Apabila ada suatu peristiwa yang sekian tahun berlalu dan 
kemudian membutuhkan kesaksian, sedang pihak yang mengetahui 
dan tidak semuanya ada ataupun hadir baik dikarenakan ada udzur atau 
telah meninggal dunia, berpindah tempat dan sebagainya, dimana tidak 
bisa dihardirkan di persidangan, maka para pihak yang berperkara 
dalam hal ini Is|ba<t Nikah bisa menghadirkan Saksi Istifadhah.8  
Mengingat akan pentingnya alat bukti yang kaitannya dengan 
masalah saksi dalam Is|ba<t Nikah maka penulis tertarik untuk 
menganalisa mengenai kasus Is|ba<t Nikah dengan saksi tersebut di 
Pengadilan Agama Sragen, serta melihat bagaimana kedudukan saksi 
                                                             
       6 Salinan Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Sr 
 
       7 R. Tresna, Komentar HIR, (Jakarta: PT Pradya Paramita, 2001), hlm.151 
 
       8 Muhammad Harist, Hakim Pengadilan Agama Sragen, Wawancara Pribadi, 26 Maret 
2019, jam 11.55 WIB- 13.25 WIB. 
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tersebut dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Imam 
Empat Madzhab. Selain itu juga perkara Is|ba<t Nikah dengan Saksi 
Istifadhah merupakan perkara yang langka atau jarang di putus oleh 
Pengadilan Agama Sragen. Alasan lain kenapa penulis memilih 
Pengadilan Agama Sragen sebagai tempat untuk penelitian yaitu, 
karena Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Sr merupakan putusan 
terbaru yang belum pernah dijadikan penelitian oleh orang lain. Karena 
hal itulah kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul “Kedudukan Saksi dalam Perkara Is\ba<t  Nikah 
Perspektif Empat Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam 
(Studi Putusan PA Sragen Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Sr)” 
B. Rumusan Masalah 
1. Apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sragen menerima 
kesaksian saksi yang tidak hadir pada saat akad nikah dalam 
perkara Nomor 79/Pdt.p/2019/PA.Sr tentang Is|ba<t Nikah? 
2. Bagaimana kedudukan saksi dalam perkara Nomor 
79/Pdt.G/2019/PA.Sr tentang Is|ba<t Nikah perspektif Empat Imam  
Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menerima 
kesaksian seorang saksi yang tidak hadir pada saat akad nikah 
dalam perkara Is|ba<t Nikah di Pengadilan Agama Sragen  
sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 79/Pdt.p/2019/PA.Sr. 
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2. Untuk mengetahui kedudukan saksi tersebut dalam Perkara Nomor 
79/Pdt.p/2019/PA perspektif  Imam Empat Madzhab dan 
Kompilasi Hukum Islam. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah ilmu 
pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan masalah pengajuan 
Is|ba<t Nikah dengan menghadirkan saksi yang tidak menghadiri 
akad nikah atau disebut  Saksi Istifadhah di Pengadilan Agama.  
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 
pedoman bagi Lembaga terkait, khususnya Pengadilan Agama 
dalam menyelesaikan perkara Is|ba<t Nikah dengan menghadirkan 
Saksi Istifadhah. Serta dengan hasil penelitian ini diharapkan 
dapat menambah literatur tentang Hukum Perkawinan sebagai 
bentuk sumbangan karya ilmiah bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan di IAIN Surakarta pada khususnya dan memberikan 
informasi tentang prosedur pengajuan Is|ba<t Nikah dengan Saksi 
Istifadhah di Pengadilan Agama Sragen khususnya dan kepada 
masyarakat pada umumnya.  
E. Kerangka Teori  
1. Teori Is|ba<t Nikah  
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Is|ba<t Nikah berasal dari dua kata Bahasa Arab, yakni Is|ba<t 
dan Nikah. Is|ba<t berarti “Penyungguhan, penetapan, dan 
penentuan”. Sedangkan Nikah adalah akad yang sangat kuat atau 
mistaaqon gholidzon antara laki-laki dan perempuan sebagai suami 
isteri.  
Is|ba<t Nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.9 Jika 
dimaknakan ke dalam makna yang lebih luas, maka Is|ba<t Nikah 
adalah penetapan tentang kebenaran adanya perkawinan di masa 
lalu.  
Is|ba<t nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung 
RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas 
perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama 
Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang 
berwenang.10  
Ketentuan Is|ba<t Nikah diatur di dalam Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) Pasal 7 yang berbunyi: 
(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang 
dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.  
                                                             
       9 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
 
       10 Yusna Zaidah, “Is|ba<t Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan 
Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama”, Artikel, (Banjarmasin), Institut 
Agama Islam Negeri Antasari, hlm. 5 
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(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta 
Nikah, dapat diajukan Is|ba<t Nikahnya ke Pengadilan Agama. 
(3) Is|ba<t nikah hanya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan 
dengan:  
(a) hilangnya akta nikah. 
(b) adaanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. 
(c) adanya keraguan tentang sah tiaknya perkawinan. 
(d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya 
Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 dan  
(e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak 
mempunyai halangan perkaiwnan menurut Undang-Undang 
No 1 Tahun 1974. 
(4) Yang berhak mengajukan permohonan Is|ba<t Nikah ialah suami 
atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang 
berkepentingan dengan perkawinan itu.11 
2. Kedudukan Saksi  
Alat bukti saksi diatur di dalam Pasal 139-152, 169-172 
HIR/165-179, 306-309 RBg dan 1895, 1902-1912 KUHPdt.  
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara 
pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa 
pidana yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri. 
Dengan demikian Sudikno Mertokusumo kemudian 
                                                             
       11 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7  
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mendefinisikan bahwa alat bukti saksi atau kesaksian ialah 
kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang 
peristiwa yang dipersengketakan dengan cara pemberitahuan lisan 
dan prbadi oleh orang yang bukan salah satu pihak berperkara, 
yang dipanggil di persidangan.12 
Saksi sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 13 Tahun 
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan seseorang 
yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia 
lihat sendiri dan atau ia alami sendiri.13 
Kamus hukum mendefinisikan saksi adalah orang yang 
didengar keterangannya di muka pengadilan, orang yang mendapat 
tugas menghadiri suatu peristiwa dan bila perlu dapat didengar 
keterangannya di muka pengadilan. Kesaksian harus mengenai 
peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata kepala sendiri atau 
yang dialami sendiri oleh seorang saksi.14 
                                                             
       12 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1988) 
h.128 
 
       13 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 13 
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
 
       14 Subekti dan R Tjitrosudibio, Kamus Hukum, (Jakarta: PT Pradnya Paramita 1979), 
Cet. Ke 4, hlm. 100 
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Kesaksian menurut Hukum Acara Perdata adalah kepastian 
yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa-
peristiwa yang disengketakan dengan jalan membuktikan secara 
lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam 
perkara yang dipanggil di persidangan.15 
Pasal 1907 KUH Perdata menjelaskan, “Tiap-tiap kesaksian 
harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-
hal yang diterangkan”. Betapa pentingnya makna kesaksian 
sebagai alat bukti, melihat kenyataan bahwa banyak peristiwa 
hukum yang tidak dicatat atau tidak ada alat bukti tertulisnya. Oleh 
sebab itu kesaksian merupakan satu-satunya alat bukti yang 
tersedia.16 
Pada asasnya pembuktian dengan saksi diperbolehkan 
untuk segala macam perkara, kecuali jika Undang-undang 
menentukan lain seperti dalam pembuktian tentang adanya suatu 
perkawinan, dimana dalam Pasal 6 ayat (1) KHI ditentukan, bahwa 
perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat 
oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hanya di dalam Pasal (2) diatur, 
bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta 
nikah, maka dapat diajukan Is|ba<t nikahnya ke Pengadilan 
                                                             
       15 A.Juani Syukri, Keyakinan Hakim dalam Pembuktian Perkara Perdata Menurut 
Hukum Acara Positif dan Hukum Acara Islam, (Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna, 1986), 
hlm 34 
 
       16 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, hlm.169 
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Agama. Dalam pemeriksaan Is|ba<t nikah itulah baru 
diperkenankan menggunakan alat bukti saksi.17 
Alat bukti saksi dalam Hukum Islam disebut dengan istilah 
‘Syahid’ (seorang saksi laki-laki) atau ‘Syahidiin’ (seorang saksi 
perempuan) yang diambil dari kata Musyahadah yang artinya 
menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Jadi saksi yang 
dimaksudkan adalah seorang manusia yang hidup.18 
Syarat umum seorang saksi dalam memberikan kesaksian, 
adalah Islam, Berakal, Baligh, Merdeka, Dapat Melihat, Dapat 
Berbicara dan Adil.19 Nashr Farid Washil menambahkan syarat 
saksi yaitu tidak adanya paksaan, dan Sayyid Sabiq menambahkan 
pula bahwa saksi harus memiliki ingatan yang baik dan bebas dari 
tuduhan negatif (tidak ada permusuhan).20 
Syarat-syatrat saksi dalam hukum acara perdata dituntut 
untuk memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil saksi 
adalah sebagai berikut:21 
a. Orang yang tidak dilarang menjadi saksi, dalam hal ini diatur 
dalam Pasal 145 HIR atau Pasal 190 KUH Perdata. Adapun 
                                                             
      17 Syarmin Syukur, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia (Jaudar Press 2017) 
hlm.447- 448 
 
       18 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Agensindo, Cet : 33, 2000), 
hlm.43 
       19 Rifa’i, Terjemah Khulashoh, hlm. 459 
       20 Anshoruddin, Hukum Pembuktian, hlm. 76 
       21 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 
190-191 
13 
 
 
 
yang dilarang menjadi saksi adalah keluarga sedarah dan 
keluarga karena perkawinan menurut garis lurus, saudara, baik 
laki-laki maupun perempuan, antara suami isteri walaupun 
sudah bercerai, anak-anak yang berusia 15 tahun, dan orang gila. 
b. Memberikan keterangan di depan persidangan.  
c. Diperiksa seorang demi seorang. 
Sedangkan syarat materiil yang harus dipenuhi saksi 
diantaranya adalah: 
a. Berdasarkan alasan dan pengetahuan. Keterangan saksi yang sah 
memenuhi syarat materiil adalah harus berdasarkan alasan-
alasan yang benar dan menjadi pendukung pengetahuan saksi 
atas fakta suatu peristiwa yang diterangkannya.  
b. Fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan 
pengelihatannya, pengalamannya, dam pendengarannya sendiri. 
c. Saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan 
saksi yang lain.22 
Saksi dalam hubungannya  dengan perkara Is\ba<t  Nikah, 
terbagi dalam beberapa tingkatan. Bila di stratifikasikan akan terlihat 
sebagai berikut:23 
1) Saksi yang merupakan wali nikah 
2) Saksi yang menandatngani akta nikah 
                                                             
       22 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004) hlm. 648 
       23Abdil Baril, Praktik Pembuktian dalam Perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan, 
hlm 6 
14 
 
 
 
3) Saksi yang menyaksiakan akad nikah 
4) Saksi yang menghadiri akad nikah 
5) Saksi yang menghadiri upacara pernikahan 
6) Saksi yang dari awal perkawinan mengetahui kehidupan rumah 
tangga para pemohon 
7) Saksi yang dalam rentang waktu tertentu mengetahui kehidupan 
rumah tangga pemohon. Saksi yang seperti ini disebut dengan saksi 
Istifadhah. 
Saksi Istifadhah atau dikenal dengan Syahadah Istifadhah 
berasal dari dua kata, yakni Syahadah dan Istifadhah. Dalam kamus 
Al-Munawwir arti kata Syahadah sendiri adalah kesaksian. Sedangkan 
Istifadhah berasal dari bahasa arab istafadha-yastafidhu yang 
bermakna tersebar atau tersiar luas. Sementara Ibnu Qoyyim 
memberikan pengertian Istifadhah sebagai suatu berita yang 
diperbincangkan banyak orang, karena reputasi beritanya yang benar-
benar masyhur. Dalam khazanah peradilan islam yang dimaksud 
dengan Syahadah Istifadhah adalah kesaksian berdasarkan 
pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah tersiar luas.24 
Saksi Istifadhoh menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani 
merupakan seorang saksi yang didasarkan pada khabar istifadhah atau 
berita yang tersebar yang dikenal dan didengar dari masyarakat luas, 
                                                             
       24 Dikutip dari https://pabatulicin.go.id/lama/derajat-syahadah-al-istifadhah-
dantestimonium-de-auditu-oleh-drs-abdul-malik/ diakses pada 12 Agustus Pukul 09.43 WIB 
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serta terhindar dari kebohongan disebabkan oleh banyaknya orang 
yang mengetahui berita tersebut.25 
Dalam Kitab Al Fiqhul Islamy wa Adillatuhu Juz VII halaman 
696 dijelaskan: 
 ةد اهشب بسنلا تابثازاوج ىلع ةعبرلاا بهاذملا ؤاهقف قفتا دقو
 ةجوزلاب لوخدلاو فافزلاوا جاوزلا ىف نأشل اوه امك عامسلا
ةافولاو دلااولاو عاضرلاو 
“Dan telah sepakat pendapat para ahli hukum Islam (Fuqaha) dari 
Empat Mazhab tentang kebolehan menetapkan nasab (asal-usul anak) 
berdasarkan kesaksian tasamu’ (seorang yang hanya mendengar 
cerita/kabar yang diketahui oleh masyarakat luas) sebagaimana hal 
tersebut dibolehkan pula dalam menetapkan adanya pernikahan atau 
perkawinan, telah berhubungan suami isteri, menyusui, kelahiran dan 
kematian” 26 
 
Para ahli Hukum Islam (Fuqoha) dari Empat Madzhab berpendapat 
bahwa Saksi Istifadhah dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan 
untuk perkara penetapan asal-usul anak (nasab), perkawinan, kelahiran, 
perwalian, kematian dan hak milik.27 Lebih tegas lagi bahwa Ibnu Qoyyim 
Al-Jauzah mengatakan bahwa hakim boleh memutus perkara berdasarkan 
Kesaksian Saksi Istifadhah karena kesaksian tersebut merupakan bukti 
yang snagat kuat. Kesaksian ini pulalah yang dianggap sebagai salah satu 
                                                             
       25 Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Keranga Fiqh Al-Qadha, 
(Jakarta: Rajawali Pres, 2012), hlm. 71 
 
       26 Dikutip dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia/Penetapan 
Nomor 89/Pdt.P/2016/PA.Sdk/putusan.mahkamahagung.go.id/diakses pada 14 Maret 2019 
Pukul 21.22 WIB 
 
      27 Terjemahan Kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu Juz VII hlm. 696. 
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kiat untuk mendapatkan informasi atau fakta yang akurat, dan ia lebih kuat 
nilai pembuktiannya dari kesaksian saksi dua orang laki-laki yang diterima 
kesaksiannya.28 
F. Tinjauan Pustaka  
Hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya 
ditemukan beberapa sumber tertulis yaitu buku dan bentuk karya 
ilmiah lainnya yang juga membahas permasalahan yang sama, 
diantaranya: 
Buku karya M. Yahya Harahap dengan judul “Hukum Acara 
Perdata” dan buku karya Syarmin Syukur dengan judul “Hukum Acara 
Peradilan Agama di Indonesia” yang keduanya membahas segala hal 
dalam hukum acara perdata serta landasan hukumnya, mulai dari 
gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian hingga putusan 
pengadilan.  
Buku karya Anshoruddin yang berjudul “Hukum Pembuktian 
Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif”, dalam buku ini 
sedikit banyak menjelaskan mengenai hukum acara dari dua segi 
sistem hukum, termasuk diantaranya mengenai kesaksian. Adapun 
naskah atau tulisan dalam bentuk skripsi adalah:  
Pertama, skripsi yang ditulis oleh Aulia Isnaini Nurjannah pada 
tahun 2019 dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Penolakan 
Permohonan Is|ba<t Nikah Perkawinan Beda Kewarganegaraan dari 
                                                             
       28 Al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, (Pustaka Pelajar, 2006) hlm. 345 
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Tinjauan Fiqh (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor: 
0073/Pdt.P/2017/PA Sal).” Pembahasan penelitian ini  mengenai kasus 
permohonan Is|ba<t nikah oleh Warna Negara Republik Tiongkok dan 
Warga Negara Republik Indonesia di tahun 2017. Perkawinan ini 
merupakan perkawinan beda kewarganegaraan (campuran). Mereka 
melangsungkan perkawinan pada tahun 1983 di Indonesia. Setelah 
menikah sangat lama, mereka mengalami kesulitan mengurusi 
kepentingan administratif di Indonesia, karena status perkawinan 
mereka tidak terdaftar di Indonesia. Maka kemudian mereka 
mengajukan permohonan Is|ba<t nikah kepada Pengadilan Agama 
Salatiga supaya perkawinan mereka bisa didaftarkan di Kantor Urusan 
Agama, namun karena mereka melanggar aturan dalam Undang-
undang No 1 Tahun 1974 Pasal 59 tentang tata cara perkawinan 
campuran yang dilangsungkan di Indonesia maka permohonan tersebut 
ditolak.29 
Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu lebih kepada  
pertimbangan Hakim dalam menerima kesaksian seorang saksi yang 
tidak hadir pada saat akad nikah dalam Perkara Is|ba<t Nikah yang ada 
dalam putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Sr serta penulis juga melihat 
bagaimana kedudukan saksi tersebut dalam perspektif KHI dan Imam 
Empat Madzhab. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aulia 
                                                             
       29 Aulia Isnaini Nurjannah, “Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Permohonan Is|ba<t 
Nikah Perkawinan Beda Kewarganegaraan dari Tinjauan Fiqh (Studi Putusan Pengadilan 
Agama Salatiga nomor: 0073/Pdt.P/2017/PA Sal)”, Skripsi, 2019, Surakarta, Fakultas 
Syari’ah IAIN Surakarta 
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Isnaini Nurjannah lebih terfokus pada faktor-faktor pertimbangan 
hakim dalam penolakan permohonan Is|ba<t Nikah Perkawinan Beda 
Kewarganegaraan dari Tinjauan Fiqh. 
Kedua, skripsi Maman Badruzzaman yang berjudul “Efektifitas 
Is|ba<t Nikah Massal dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan 
Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangampel 
Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012)”.30 Skripsi ini lebih terfokus 
pada praktik Is|ba<t nikah massal di Karangampel Indramayu yang 
dapat meminimalisir pernikahan tanpa akta, yang kemudian dikuatkan 
dengan landasan hukum Is|ba<t nikah dan hal tersebut berdampak pada 
keberhasilan Is|ba<t nikah dalam mengurangi pernikahan tanpa akta. 
Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu lebih kepada  pertimbangan 
hukum Hakim dalam menerima kesaksian seorang saksi yang tidak 
hadir pada saat akad nikah dalam Perkara Is|ba<t Nikah yang ada 
dalam putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Sr serta penulis juga melihat 
bagaimana kedudukan saksi tersebut dalam perspektif KHI dan Empat 
Imam  Madzhab. 
Ketiga, skripsi karya Miftah Munirul Haji Tahun 2017 yang 
berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Is|ba<t 
Nikah di Kabupaten Gunung Kidul (Studi Kasus di Pengadilan Agama 
Wonosari Tahun 2014-2016)”. Pembahasan penelitian kali ini lebih 
                                                             
       30 Maman Badruzzaman, “Efektifitas Is|ba<t Nikah Masal dalam Meminimalisir 
Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus di Kua Kecamatan Karangampel 
Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012)”, Skripsi tidak diterbitkan, 2013, Fakultas Syari’ah 
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
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difokuskan  pada pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif 
terhadap Is|ba<t Nikah dan faktor apa saja yang menyebabkan pengajuan 
Is|ba<t nikah di Kabupaten Gunung Kidul yang masih tinggi.31 
Kemudian perbedaan dengan skripsi penulis terletak pada pokok 
permasalahan serta lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian. 
Keempat, skripsi yang ditulis oleh Mohammad Badrul Affian 
Sasmitha pada tahun 2019 dengan judul “Is|ba<t Nikah dengan Alasan 
untuk Mengurus Harta Peninggalan (Perspektif Mashalahah Mursalah 
dan Hukum Positif (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan 
Agama Surakarta Nomor: 0943/Pdt.G/2013/PA Ska)”. Pembahasan 
penelitian ini  lebih difokuskan  pada tinjauan kemaslahatan Is|ba<t 
Nikah bagi pemohon yang mengajukan Is|ba<t nikah guna mengurus 
harta pusaka.32  
Berdasarkan telaah pustaka terhadap keempat skripsi di atas, 
maka skripsi penulis yang berjudul “Kedudukan Saksi dalam Perkara 
Is\ba<t  Nikah Perspektif Imam Empat Madzhab dan Komoilasi Hukum 
Islam (Studi Putusan Nomor79/Pdt.G/2019/Pa.Sr)” berbeda dengan 
skripsi yang sudah ada. Objek penelitian penyusun lebih terfokus pada 
kedudukan saksi dalam Perkara Is|ba<t Nikah di Pengadilan Agama 
                                                             
       31 Miftah Munirul Haji, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Is|ba<t Nikah 
di Kabupaten Gunung Kidul (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2014-
2016”), Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
 
       32 Mohammad Badrul Affian Sasmitha, “Is|ba<t Nikah dengan Alasan untuk Mengurus 
Harta Peninggalan (Perspektif Mashalahah Mursalah dan Hukum Positif (Studi Analisis 
Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 0943/Pdt.G/2013/PA Ska”), Skripsi, 
2019, Surakarta, Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta 
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serta melihat bagaimana kedudukan saksi itu sendiri dalam perspektif 
Imam Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam. 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan 
metode kepustakaan (Library Research)33, oleh karenanya sifatnya yang 
literal tentunya mengambil kepustakaan yang ada relevansinya dengan 
judul ini.  
2. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data 
sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara 
tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain. Peneliti 
mendapatkan data yang sudah jadi seperti halnya dalam bentuk buku, 
jurnal, majalah, koran, dan sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini 
berupa: 
a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mempunyai kekuatan 
mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini bahan primer yang 
digunakan berupa salinan putusan Nomor 079/Pdt.G/2019/PA.Sr. 
b. Bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan yang erat kaitannya dengan 
bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta 
memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum 
                                                             
       33 M. Nazir, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1998), hlm.111 
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sekunder yang digunakan berupa buku-buku, hasil penelitian para 
sarjana, karya ilmiah, jurnal dan sebagainya. 
3. Lokasi dan Waktu Penelitian  
Adapun lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan 
Agama Sragen. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan selama 
penyusunan penelitian ini dimulai sampai terpenuhinya data yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Dokumentasi; Dokumen merupakan catatan peristiwa di masa lalu. 
Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya seseorang.34 
Dalam hal ini penulis menggunakan dokumen berupa Putusan 
Nomor79/Pdt.G/2019/PA.Sr serta dokumen-dokumen lain yang 
berhubungan dengan pokok permasalahan. Teknik dokumentasi ini 
digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data yang dijadikan 
bahan penelitian melalui catatan, transkip dan sebagainya. 
b. Wawancara; cara yang digunakan penulis untuk memeproleh 
keterangan narasumber secara lisan. Wawancara merupakan alat re-
cheking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang 
diperoleh sebelumnya.35 Dalam hal ini penulis mewawancarai 
narasumber yang tidak lain adalah para hakim yang memutus perkara 
Nomor79/Pdt.G/2019/PA.Sr; mereka adalah Drs. H. Achmad Baidlowi  
                                                             
       34 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: 
Rosdakarya, 2008). hlm.138 
 
       35 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana Pramada Media Group, 
2012) Edisi Pertama, hal. 140 
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selaku Ketua Majelis, Drs. H. Mohamad Chabib  dan Drs. H. Humaidi  
masing-masing selaku Hakim Anggota.  
5. Teknik Analisis Data 
Setelah data terkumpul, analisis data yang digunakan adalah 
pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Kemudian 
langkah selanjutnya adalah mempelajari, meneliti dan mengolah data 
menggunakan cara analisis deduktif. Teknik analisis deduktif yaitu proses 
pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai sebuah 
fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu 
peristiwa.36  
H. Sistematika Penulisan 
Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas, serta 
memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis 
memberikan penjelasan secara garis besarnya sebagai berikut: 
Bab I berupa Pendahuluan. Bab ini merupakan pola dasar dari 
seluruh pembahasan yang ada pada skripsi ini. Bab ini menguraikan latar 
belakang masalah yang menjadi dasar dalam pemilihan judul, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode 
penelitian yang digunakan, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.  
Bab II memuat serangkaian teori-teori yang merupakan tinjauan 
umum tentang Is|ba<t Nikah, tinjauan umum tentang alat bukti serta 
                                                             
       36 Azwar Saifuddin, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 40 
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kedudukannya dalam perkara Is\ba<t  Nikah Perspektif Imam Empat 
Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam.   
Bab III, bab ini mengemukakan hasil penelitian yang meliputi 
Deskripsi data Pengadilan Agama Sragen serta pertimbangan hakim dalam 
memutus perkara Is\ba<t Nikah Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Sr. 
Bab IV, bab ini merupakan inti dari penulisan skripsi yang memuat 
analisis pertimbangan hakim dalam menerima kesaksian perkara Nomor 
0079/Pdt.G/2019/PA.Sr tentang Is\ba<t Nikah perspektif Imam Empat 
MAdzhab dan Kompilasi Hukum Islam. 
 Bab V, merupakan Penutup yang memuat Kesimpulan serta Saran-
saran bagi lembaga terkait, yaitu Pengadilan Agama Sragen.  
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG IS|BA<T NIKAH, ALAT BUKTI DAN 
KEDUDUKANNYA DALAM PERKARA IS|BA<T NIKAH PERSPEKTIF 
EMPAT IMAM  MADZHAB DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM 
A. Is|ba<t Nikah  
1. Pengertian Is|ba<t Nikah  
Is|ba<t Nikah berasal dari dua kata Bahasa Arab, yakni Is|ba<t dan 
Nikah. Kata Is|ba<t adalah isim masdar yang berasal dari kata asbata-
yusbitu-isbatan yang berarti penentuan atau penetapan. Istilah ini 
kemudian diserap menjadi istilah kata dalam bahasa Indonesia. Dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia kata itsbat diartikan dengan 
menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran akan sesuatu.1 
Ahmad Warson Munawwir dalam Kamus Besar Arab-Indonesia 
mengartikan istilah Is|ba<t dengan penetapan, penutupan, dan peng-
iyaan.2 
Sedangkan menurut fiqh nikah secara bahasa adalah al-jam’u 
dan al-dhamu yang artinya kumpul.3 Adapun menurut syarak nikah 
adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan 
                                                             
      1 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 
Ke-3, 1990), hlm. 339 
 
      2 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, Surabaya: Pustaka 
Progresif, 1997, hlm. 306 
 
      3 Sulaiman Al-Mufarraj, Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah Syiar, 
Wasiat, Kata Mutiara, (Jakarta: Qithi Press, 2003), hlm.5 
 
25 
 
untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk 
sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah.4 
Dalam Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 
disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang 
pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa.”5 
Is|ba<t nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 
Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 
Administrasi Pengadilan sebagaimana dikutip dari artikel IAIN 
Antasari karya Yusni Zaidah yang berjudul Is|ba<t Nikah dalam 
Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hubungannya dengan 
Kewenangan Peradilan Agama adalah pengesahan atas perkawinan 
yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi 
tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.6  
Is|ba<t Nikah juga mengandung makna suatu metode ataupun 
cara dalam menetapkan sahnya suatu perkawinan yang belum tercatat 
di KUA setempat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang 
                                                             
      4 Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat; Kajian Fiqh Nikah Lengkap, (Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada, 2009) hlm. 8 
 
      5 Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 Pasal 1 
 
      6 Yusna Zaidah, “Itsbat Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan 
Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama”, Artikel, (Banjarmasin), Institut 
Agama Islam Negeri Antasari, hlm. 5 
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berlaku terkait dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di 
pengadilan.  
Is|ba<t Nikah pada mulanya merupakan solusi atas 
diberlakukannya UU Perkawinan Nomor1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 
(2)yang mengharuskan pencatatan perkawinan, karena sebelum itu 
banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, akan tetapi dapat 
dimintakan Is|ba<t nikahnya kepada Pengadilan Agama. Kewenangan 
mengenaik perkara Is|ba<t Nikah bagi Pengadilan Agama adalah 
diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah 
tangan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor1 Tahun 2974 
merujuk pada Pasal 64 yang menyebutkan: 
“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan 
dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini  yang 
dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.”7 
Pengaturan mengenai Is|ba<t Nikah juga diatur dalam Peraturan 
Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 dalam Pasal 39 
ayat 4 yang menyebutkan apabila KUA tidak bisa membuktikan 
duplikat akta nikah karena catatannya rusak atau hilang, maka untuk 
menetapkan adanya nikah, talak, rujuk, atau cerai harus dibuktikan 
dengan penetapan atau putusan Pengadilan Agama.8 
2. Dasar Hukum Is|ba<t Nikah 
                                                             
      7 Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 tetang Perkawinan Pasal 64 
 
      8 Permenag No.3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja 
Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi 
yang Beragama Islam. 
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Pada dasarnya kewenangan perkara Is|ba<t Nikah bagi 
Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi 
mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum 
diberlakukannya Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tetang 
Perkawinan. Hal ini sejalan dengan peraturan Pasal 49 Undang-
Undang Nomor3 Tahun 2006 sebagai bentu perubahan Undang-
Undang Nomor7 Tahun 1989 tentang Kewenangan Peradilan Agama 
untuk menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang 
yang beragama Islam di bidang:9 
a. Perkawinan 
b. Waris 
c. Wasiat 
d. Hibah 
e. Wakaf 
f. Zakat 
g. Infaq 
h. Shadaqah 
i. Ekonomi syari’ah 
3. Syarat Is|ba<t Nikah  
Syarat Is|ba<t Nikah tidak dijelaskan dalam kitab fiqh klasik 
maupun kontemporer. Akan tetapi syarat Is|ba<t Nikah ini dapat 
dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini dikarenakan Is|ba<t 
                                                             
      9 Undang-Undnag Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
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Nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu 
perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang 
terddapat dalam syariat Islam. Bahwa perkawian ini telah dilakukan 
dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah, hanya 
saja pernikahan ini memang belum dicatatkan ke pejabat yang 
berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Maka untuk 
mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih 
dahulu perkara permohonan Is|ba<t Nikah ke Pengadilan Agama. 
Syarat-syarat seseorang yang berhak mengajukan permohonan 
Is|ba<t Nikah antara lain:10 
a. Suami atau Isteri  
b. Anak-anak mereka 
c. Wali nikah 
d. Pihak-pihak yang berkepentingan 
4. Sebab-sebab Is|ba<t Nikah  
Adapun permasalahan perkawinan yang dapat diajukan Is|ba<t Nikahnya 
ke Pengadilan Agama yaitu berbatas mengenai beberapa hal, yaitu:11 
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. 
b. Hilangnya Akta Nikah. 
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 
perkawinan. 
                                                             
       10 Departemen Agama, Bahan Penyuluhan Hukum, h.167 
 
        11 Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam  
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d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974. 
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 
halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974. 
5. Tujuan Is|ba<t Nikah  
Sebagaimana diketahui bahwa menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku, serta Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam adanya 
perkawinam hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, artiya dalam 
hal perkawinan tidak mendapatkan Akta Nikah maka solusi yang dapat 
ditempuh adalah dengan mengajukan permohonan Itsbat Nikah. Is|ba<t 
nikah bertujuan agar supaya perkawinan yang telah dilaksanakan 
mendapatkan bukti secara autentik berupa legalisasi baik secara formal 
maupun di kalangan masyarakat luas. Adanya Is|ba<t nikah juga 
bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat 
yang berimplikasi pada upaya perlindungan hak-hak siapa saja yang 
terkait dalam perkawinan tersebut.12 
B. Alat Bukti  
Pembuktian merupakan salah satu proses pemeriksaan perkara di 
pengadilan yang pada akhirnya akan mencapai proses terakhir yaitu 
putusan atau penetapan. Menurut Ahmad Mujahidin, membuktikan adalah 
                                                             
      12 Satria Efendi Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: 
Pranada Media, 2004, hlm. 86 
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meyakinkan majelis hakim tentang dalil-dalil yang dikemukakan dalam 
suatu persengketaan.13 
Dalam hal membuktikan suatu peristiwa, ada beberapa cara yang 
dapat ditempuh. Kalau seorang penggugat hendak membuktikan suatu 
peristiwa tertentu, ia dapat mengajukan peristiwa tersebut di hadapan 
Hakim di persidangan agar hakim secara langsung dapat melihatnya 
dengan mata kepalanya sendiri. Namun apabila suatu peristiwa yang akan 
dibuktikan itu tidak mungkin dihadapkan di muka hakim di persidangan 
karena tidak mungkin dibawa di muka hakim di persidangan atau peristiwa 
tersebut termasuk dalam masa lampau, maka penggugat dapat mengajukan 
surat kepada hakim yang isinya menerangkan tentang adanya atau pernah 
adanya peristiwa tertentu tersebut. Kecuali dapat pula diajukan seseorang 
yang dapat menerangkan kepada hakim di persidangan, bahwa peristiwa 
yang diajukan tersebut benar-benar terjadi.14 
Menurut Paton, alat bukti dapat bersifat oral, documentary atau 
material. Alat bukti yang bersifat oral merupakan kata-kata yang 
diucapkan oleh seseorang di persidangan. Alat bukti yang bersifat 
documentary adalah surat. Sedangkan alat bukti yang bersifat material 
adalah barang fisik lainnya selain dokumen.15 
                                                             
      13 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Bogor: Ghalia 
Indonesia: 2012, hlm.173 
 
      14 Dr. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi , h.156 
(Yogyakarta: Liberty:1998) 
 
      15 Ibid  
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Pokok pangkal perkara permohonan Is|ba<t Nikah terletak pada 
proses pembuktiannya di persidangan, yaitu terbukti atau tidaknya tentang 
telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam di 
Indonesia, dengan alat bukti yang telah di tetapkan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku untuk menyakinkan hakim.16 
Menurut sistem HIR dalam acara perdata, seorang hakim terikat 
pada alat-alat bukti yang sah. Alat bukti dalam hukum acara perdata yang 
disebut oleh Undang-undang (Pasal 164 HIR, 284 Rbg, 1866 KUH 
Perdata) terdapat 5 jenis alat bukti, yakni: 
1. Alat Bukti Surat 
2. Alat Bukti Saksi 
3. Alat Bukti Persangkaan 
4. Alat Bukti Pengakuan 
5. Alat Bukti Sumpah 
Sebenarnya masih ada alat bukti lainnya, yaitu pemeriksaan 
setempat (Pasal 153 HIR), keterangan ahli atau saksi ahli (Pasal 154 HIR), 
hal-hal alin yang diakui umum, atau kenenaran yang diakui kedua belah 
pihak.17 Apabila terdapat alat bukti lain selain yang ditentukan oleh 
undang-undang seperti foto, taperecorder dan lain-lain, maka ada pendapat 
                                                             
      16 Abdil Baril, Praktik Pembuktian dalam Perkara Permohonna Pengesahan Perkawinan 
 
      17 R. Soesilo, RIB/HIR dengan Penjelasannya, (BogorLPoliteia), 1995,  hlm. 121 
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harus dianggap sebagai persangkaan, dan ada pula yang berpendapat 
bahwa hal iu dapat dianggap sebagai alat bukti.18 
1. Alat Bukti Surat 
Alat bukti tertulis atau surat adalah sesuatu yang memuat tanda-
tanda yang dapat dibaca yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati 
atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang yang digunkan sebagai 
pembuktian.19 
Surat sebagai alat bukti tulisan, dibagi menjadi dua yaitu surat 
yang merupakan akta dan surat lain yang bukan akta, sedangkan akta 
sendiri dibagi lagi menjadi dua menjadi akta otentik dan akta bawah 
tangan.20 
Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang 
memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang sejak 
awal dibuat dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat 
digolongkan menjadi akta, maka sebuah surat harus ditandatangani. 
Keharusan tanda tangan pada suarat supaya dapat disebut akta ini berdasar 
Pasal 1869 BW.21 
Menurut bentuknya, akta dibagi lagi menjadi akta otentik dan 
bawah tangan. Akta otentik adalah adalah akta yang sejak semula sengaja 
                                                             
      18 Subekti, Hukum Acara Perdata, (Bandung: Bina Cipta, 1982), hlm.115-116 
 
      19 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia,(Yogyakarta: Cahaya Atma 
Pustaka), hlm. 157-158 
 
      20 Ibid 
 
      21  Ibid 
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atau secara resmi dibuat untuk pembuktian di kemuadian hari jikalau 
terjadi sengketa.22 
Menurut Pasal 165 HIR akta otentik merupakan bukti yang 
sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya, dan orang-orang yang 
mendapatkan hak daripadanya, yang berarti bahwa akta otentik itu masih 
juga dapat dilumpuhkan oleh alat bukti lawan yang kuat. Terhadap pihak 
ketiga, akata otentik itu merupakan bukti dengan kekuatan pembuktian 
bebas, yaitu bahwa penilaiannya diserahkan kepada pertimbangan 
hakim.23 
Akta bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk 
pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, jadi 
semata-mata dibuat oleh para pihak yang berkepentingan.24 
Untuk peristiwa perkawinan penduduk yang beraga Islam, Pegawai 
Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama setempat adalah 
sebagai pejabat yang berwenang dalam pencatatannya. Dalam hal ini 
dikenal bukti surat bernama Kutipan Akta Nikah, sebagai duplikatnya 
Kantor Urusan Agama juga memiliki Duplikat Akta Nikah bilamana Akta 
Nikah yang asli hilang. Semuanya adalah akta otentik yang dapat 
menjelaskan telah adanya perkawinan.25 
                                                             
      22 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia,(Yogyakarta: Cahaya Atma 
Pustaka), hlm. 162 
 
      23 Ibid, hlm. 164 
 
      24 Ibid, hlm. 167 
 
      25 Abdil Baril, Praktik Pembuktian dalam Perkara Permohonan Pengesahan 
Perkawinan, hlm. 4 
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2. Alat Bukti Saksi  
a. Alat Bukti Saksi dalam Hukum Acara Perdata Positif 
Saksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang 
yang dapat memberikan keterangan tentang suatu kejadian yang ia 
lihat, ia dengar dan dia alami sendiri.26 
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara 
pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa 
pidana yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri 
dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.27  
Dalam Kamus Hukum, saksi diartikan sebagai seseorang yang 
mengalami, melihat sendiri, mendengar, merasakan suatu kejadian 
dalam perkara perdata maupun perkara pidana.28  
Sudikno Mertokusumo mendefinisikan, alat bukti saksi atau 
kesaksian ialah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan 
tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan cara pemberitahuan 
secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak 
berperkara, yang dipanggil di persidangan.29 
                                                             
      26 Ahmad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka Amani, 2004, hlm. 
375 
 
      27 KUHAP, Pasal 1 Pasal 27 
 
      28Andi Hamzah, Kamus Hukum, Op.Cit., hlm. 517 
 
     29Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi, h.128 
(Yogyakarta: Liberty:1998) 
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Saksi sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 Undang-undang 
Nomor 21 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan seseorang 
yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, 
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan pengadilan 
tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan 
ia alami sendiri.30 
Mahkamah Agung telah melakukan perluasan terhadap definisi 
saksi yang terdapat di dalam KUHAP. Definisi saksi dan keterangan 
saksi menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat dan 
mengetahui secara langsung danketerangan saksi diperluas maknanya 
menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia 
dengar, dilihat, dan alami sendiri dengan menyebut alasan 
pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka 
penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang 
yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa 
pidana. Keterangan dari orang yang meskipun tidak melihat, 
mendengar dan mngalami suatu peristiwa dapat menjadi saksi dan 
dapat pula bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi apabila 
keterangan yang diberikan relevan dengan perkara yang tengah 
berlangsung.31 
                                                             
      30 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
 
      31 Tegar Pambudi dkk, Implikasi Yuridis Mengenai Saksi dan Keterangan Saksi dalam 
Perkara Pidana Stelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-VIII/2010. 
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Pada asasnya pembuktian dengan saksi diperbolehkan untuk segala 
macam perkara, kecuali jika undang-undang menentukan lain. 
Seperti dalam pembuktian tentang adanya suatu perkawinan, 
dimana dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ditentukan, bahwa 
perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh 
Pegawai Pencatat Nikah. Hanya dalam ayat (2)-nya diatur, bahwa dalam 
hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan 
Is|ba<t nikahnya ke Pengadilan Agama. Dalam pemeriksaan Is|ba<t Nikah 
itulah baru diperkenankan menggunakan alat bukti saksi.32 
Dalam Pasal 1907 KUH Perdata diatur bahwa yang menjadi saksi 
itu harus memberikan keterangan dari hal-hal yang ia lihat sendiri, ia 
dengar sendiri  dan ia alami sendiri. Apa yang ia tahu dari keterangan 
orang lain atau berdasarkan pengetahuan umum yang ada di masyarakat 
tidaklah diperkenankan.33 Terkait dengan hal yang diterangkan saksi, ada 
dua hal yang menjadi perhatian yakni substansi keterangan tersebut dan 
sumber pengetahuan saksi. pada intinya isi keterangan saksi adalah fakta 
yang berhubungan atau relevan dengan pembuktian suatu peristiwa hukum 
yang sedang disidangkan.34 
Seseorang yang diajukan orang lain di pengadilan sebagai saksi, 
harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai saksi sebagaimana 
                                                                                                                                                              
 
      32 Sarmin Syukur, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, Jaudar Press, 2017,  
h.448 
 
      33 MR. R. Tresna, Komentar HIR, hlm.151 
 
      34 Edy Hiarij, Teori dan Hukum Pembuktian (Jakarta; Penerbit Erlangga, 2012), hlm. 59 
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ditentukan dalam undang-undang, baik persyaratan formil maupun materiil 
yang keduanya bersifat kumulatif, bukan alternatif.35 
a) Syarat Formil Saksi 
(1) Orang yang cakap menjadi saksi.  
Undang-undang membedakan antara orang yang cakap 
(competence) menjadi saksi dengan orang-orang yang tidak cakap 
(incompetence) menjadi saksi. Berdasarkan prinsip umum,  setiap 
orang dainggap cakap menjadi saksi kecuali undang-undang 
sendiri menentukan lain. Apabila undang-undang telah 
menentukan seseorang tertentu tidak boleh memberi keterangan 
sebagai saksi, maka secara yuridis orang yang bersangkutan 
termausk kategori tidak cakap sebagai saksi. Orang yang demikian 
dilarang didengar keterangannya sebagai saksi.36 
Orang yang dilarang didengar sebagai saksi, diatur dalam 
Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBg maupun Pasal 1909 KUH Perdata 
yang terdiri dari:37 
a. Kelompok orang yang tidak cakap secara absolut 
Kelompok yang dianggap tidak cakap menjadi saksi 
secara absolut terdiri dari: 
                                                             
      35 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 
190-191 
 
      36 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 633 
 
      37 Ibid  
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1) Keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak 
menurut garis lurus. 
2) Suami atau isteri dari salah satu pihak meskipun sudah 
bercerai. Mengenai bekas suami tetap dianggap tidak cakap 
menjadi saksi, ditegaskan dalam Putusan MA 
No.140K/Sip/1974.38 Dikatakan, bahwa bekas suami 
menurut hukum acara yang berlaku, tidak boleh didengar 
sebagai saksi. Mereka inilah yang digolongkan tidak cakap 
secara absolute untuk menjadi saksi.39 
b. Kelompok yang tidak cakap secara relatif 
1) Anak-anak yang belum cukup berusia 15 tahun 
Batasan ini dijelaskan dalam Pasal 1912 KUH 
Perdata, bahwa selamanya anak yang belum dewasa 
(berusia 15 tahun) tidak cakap sebagai saksi, meskipun 
boleh didengar keterangannya di sidang pengadilan. 
Apabila mereka memberi keterangan di persidangan, hal ini 
harus berpedoman pada ketentuan Apsal 1912 ayat (1) 
KUH Perdata bahwasannya keterangan yang mereka 
berikan harus didengar di luar sumpah, dan hanya bernilai 
sebgaai penjelasan, bukan sebagai alat bukti. 
2) Orang gila yang terkadang baik ingatannya 
                                                             
      38 Rangkuman Yurisprudensi, tanggal 6 Januari 1976, op.cit., hlm. 221 
 
      39 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 634 
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Kelompok kedua yang termasuk dalam kategori 
tidak cakap secara relatif sebgai saksi adalah orang gila. 
Dalam Pasal 1912 KUH Perdata, yang termasuk dalam 
kategori gila adalah orang yang berada di bawah 
pengampunan karena dungu, dan orang yang sakit ingatan 
atau buta.40  
3) Orang yang berada dalam tahanan 
Mengenai hal ini, tidak diatur di dalam HIR, tetapi 
terdapat dalam ketentuan Pasal 1912 KUH Perdata. 
Menurut ketentuan ini, orang yang selama proses perkara 
sidang berlangsung dimasukkan ke dalam tahanan atas 
perintah hakim, tidak dapat didengar keterangannya sebagai 
saksi.41  
(2) Keterangan disampaikan di Muka Persidangan 
(3) Diperiksa Satu per Satu 
Syarat formil ini diatur dalam Pasal 144 HIR, Pasal 171 
ayat (1) RBg. Menurut ketentuan ini terdapat beberapa prinsip 
yang harus dipenuhi agar keterangan saksi yang diberikan sah 
sebagai alat bukti.42  
a. Menghadirkan saksi dalam persidangan satu per satu. 
                                                             
      40 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 636 
 
      41 Ibid, hlm 637 
 
      42 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 640-642 
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b. Memeriksa identitas saksi. 
c. Menanyakan hubungan saksi dengan para pihak yang 
berperkara. 
d. Mengucapkan sumpah. 
 
b) Syarat Materiil Saksi  
(1)  Keterangan Seorang Saksi Tidak Sah sebagai Alat Bukti 
Syarat ini ditegaskan dalam Pasal 169 HIR, 1905 KUH 
Perdata yang menyatakan bahwasannya keterangan seorang saksi 
saja tidak dapat dipercaya. Agar sah sebagai alat bukti maka harus 
ditambah dengan alat bukti yang lain. 
Syarat materiil ini sekaligus merupakan penegasan 
mengenai atokan batas minimal pembuktian keterangan saksi 
sebagai alat bukti. Kesaksian seorang saksi tidak dianggap 
kesaksian. Sering juga diformulasikan dalam kalimat unus testis 
nullus testis. 
(2)  Keterangan Berdasarkan Alasan dan Sumber Pengetahuan 
Keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan 
pengetahuan. Landasan pengetahuan merupakan sebab atau alasan 
pengetahuan yang diterangkannya. Keterangan yang tidak 
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memiliki sebab alasan yang jelas, tidak memenuhi syarat materiil 
sebagai alat bukti saksi.43  
Hakim bebas atau tidak terikat dengan keterangan saksi, 
namun hakim harus memberikan argumentasi yang dpat 
dipertanggung jawabkan tentang diterima atau tidaknya keterangan 
seorang saksi.  
b. Alat Bukti Saksi dalam Hukum Acara Perdata Islam 
Dalam Hukum Islam saksi  berasal dari kata دهش-دهشي-ةداهشم  
yang artinya berita yang pasti.44 Menurut kitab fikih saksi identik 
dengan kosakata syahadah yang berasal dari kata musyahadah, yang 
artinya melihat dengan mata kepalanya sendiri.45 
Dalam kitab fiqh mayoritas fuqoha menyebut alat bukti dengan 
istilah al-bayyinah, al-ujjah, al-dal, al-burh, tetpai yang ketiga terakhir 
ini tidak lazim di perkara.46 Al-bayyinah merupakan suatu bukti yang 
menjelaskan dlam pemnuktian agar meyakinkan hakim.47 
Pembuktian atau al-bayyinah secara etimologi berarti 
keterangan. Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti di dalam 
                                                             
      43 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 651 
 
      44 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, Surabaya: Pustaka 
Progresif, 1997, hlm. 747 
 
      45 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 4, (terj.), oleh Noor Hasanuddin, dkk., Cet. I, Jakarta: Pena 
Pundi Aksara, 2006, hlm. 361 
 
      46 Asep Saepullah, Memutuskan Perkara Berdaarkan Qarinah Menurut Hukum Islam, 
Junal Kajian Hukum Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati 
Cirebon, Vol I, No. 1, 2016 
 
      47 Abdul Maman, Penerapan Hukum Perdata Islam di Lingkungan Peradilan Agama, Cet 
IV, (Jakarta: Kencana, 2006), 373 
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persidangan di pengdilan. Al-bayyinah didefinisikan ulama fiqh sesuai 
dengan pengertian etimologinya. Secara terminologi adalah 
membuktikan suatu perkara dengan mengajukan alasan dengan 
memberikan dalil sampai batas menyakinkan.48 
Menurut Sayyid Sabiq, Qaranah adalah tanda yang mencapai 
batas keyakinan.49 Rpihan A. Rasyid berpendapat bahwa qaranah 
menurut bahasa adalah isteri atau perhubungan atau pertalian. 
Sedangkan menurut istilah hukum adalah hal-hal yang mempunyai 
pertalian atau hubungan yang erat sedemikan rupa terhadap sesuatu 
sehingga memeberi petunjuk.50 
Memberikan kesaksian hukum asalnya adalah fardlu kifayah, 
artinya jika dua orang telah memberikan kesaksian maka gugurlah 
kewajiban yang lain. Akan tetapi jika semua orang menolak untuk 
menjadi saksi, maka berdosalah semuanya, karena maksud dari 
memberikan kesaksian itu senediri adalah untuk memelihara hak dan 
hukumnya dapat berubah menjadi fadlu ‘ain.51 Kewajiban menjadi 
saksi didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 
282: 
                                                             
      48 Subhi Mahmassani, Filsafat at-Tasyri’ fi al-Islam, alih bahasa Ahmad Sujono, Filsafat 
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 ْمَُكنَْيب ُْبتَْكيْلَو ۚ ُهُوُبتْكَاف ى ًّمَسُم ٍلََجأ َٰىِلإ ٍنَْيِدب ُْمتَْنيَاَدت َاِذإ اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي
 ُْبتَْكيَْلف ۚ ُ َّللَّا ُهَمَّلَع اَمَك َُبتَْكي َْنأ ٌِبتاَك َْبَأي َلََو ۚ ِلَْدعْلِاب ٌِبتاَك يِذَّلا ِلِلُْميْلَو
 ُّقَحْلا ِهَْيلَع يِذَّلا َناَك ِْنَإف ۚ ًائْيَش ُهْنِم ْسَخَْبي َلََو ُهَّبَر َ َّللَّا ِقََّتيْلَو ُّقَحْلا ِهَْيلَع
 اُودِهَْشتْساَو ۚ ِْلَدعْلِاب ُهُّيِلَو ْلِلُْميَْلف َُوه َّلُِمي َْنأ ُعيَِطتَْسي َلَ َْوأ ًافيِعَض َْوأ اًهيِفَس
 ِهَش َنْوَضَْرت ْن َّمِم ِنَاَتأَرْماَو ٌلُجََرف ِنَْيلُجَر َانوَُكي َْمل ِْنَإف ۖ ْمُكِلاَجِر ْنِم ِنَْيدي
 ُءَادَهُّشلا َْبَأي َلََو ۚ ٰىَرُْخْلْا اَمُهَادِْحإ َر ِ َكُذَتف اَمُهَادِْحإ َّلَِضت َْنأ ِءَادَهُّشلا َنِم
 َْكت َْنأ اوَُمأَْست َلََو ۚ اوُُعد اَم َاذِإ ُطَسَْقأ ْمُكِل
َٰذ ۚ ِهِلََجأ َٰىلِإ اًريِبَك َْوأ اًريِغَص ُهُوُبت
 ًةَرِضاَح ًةَراَِجت َنوَُكت َْنأ َِّلَإ ۖ اُوبَاتَْرت ََّلَأ َٰىْنَدأَو َِةداَهَّشلِل ُمَوَْقأَو ِ َّللَّا َدْنِع
 ۗ اَهُوُبتَْكت ََّلَأ ٌحَانُج ْمُكَْيلَع َسَْيَلف ْمَُكنَْيب اََهنوُريُِدت َلََو ۚ ُْمتَْعيَاَبت َاذِإ اُودِهَْشأَو
 ۗ ُ َّللَّا ُمُكُم ِ َلُعيَو ۖ َ َّللَّا اُوقَّتاَو ۗ ْمُِكب ٌقوُُسف ُهَِّنَإف اُوَلعَْفت ِْنإَو ۚ ٌديِهَش َلََو ٌِبتاَك َّراَُضي
 ٌميِلَع ٍءْيَش ِ لُِكب ُ َّللَّاَو 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bemu’amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamumenuliskannya dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar 
dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 
mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang 
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dah hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya. Janganlah ia mengurangi sedikitpun 
daripada hutangnya. Jika ia berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 
lemah keadannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan dengan 
jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang kamu ridhai, 
supaya jika seorang lupa maka seorang yang lain mengingatkannya. 
Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka 
dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun 
besar sampai batas waktu membayarrnya. Yang demikian itu lebih adil di 
sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat dengan kepada 
tidak (menimbulkan) keraguanmu. Tulislah mu’amalah itu, kecuali jika 
mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu 
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maka tidak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan 
persaksikanlah apabila kamu jual beli; dan janganlah penulis dan saksi 
saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka 
sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu dan bertaqwalah 
kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah maha mengetahui segala 
sesuatu.” 
 
 Pembuktian merupakan sesi terpenting dalam suatu proses 
persidangan yang dilaksanakan di peradilan agama. Tujuan pembuktian 
adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yangdissampaikan oleh 
para pihak di dalam persidangan, emlalui penggunaan alat-alat bukti. 
Pembuktian mencoba merekonstruksikan kebenaran peristiwa yang telah 
lampau. Namun terkadang, ada perkara yang tidak dapat dibuktikan 
dengan jelas melalui alat-alat bukti yang diatur. Dalam hal ini qarinah 
dapat digunakan sebagai petunjuk untuk mengambil suatu kesimpulan atas 
perkara. Dalam Hukum Acara Islam, qarinah berkedudukan hanya sebagai 
alat bukti penunjang, yang berarti harus ditambah dengan alat bukti yang 
lain.52 
Saksi dalam hubungannya  dengan perkara perkawinan khususnya  
Is|ba<t Nikah, terbagi dalam beberapa tingkatan. Bila distratifikasikan akan 
terlihat sebagai berikut:53 
1. Saksi yang merupakan wali nikah 
2. Saksi yang menandatngani akta nikah 
3. Saksi yang menyaksiakan akad nikah 
                                                             
        52 Asep Saepullah, Memutuskan Perkara Berdasar Qarinah Menurut Hukum Islam, 
Jurnal Kajian Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syeh Nurjati 
Cirebon, Vol. I, No. 1, Juni 2016 
       53Abdil Baril, Praktik Pembuktian dalam Perkara Permohonan Pengesahan 
Perkawinan, hlm 6 
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4. Saksi yang menghadiri akad nikah 
5. Saksi yang menghadiri upacara pernikahan 
6. Saksi yang dari awal perkawinan mengetahui kehidupan rumah tangga 
para pemohon 
7. Saksi yang dalam rentang waktu tertentu mengetahui kehidupan rrumah 
tangga pemohon 
Saksi yang berkualifikasi utama dalam pembuktian di persidangan 
adalah saksi yang menandatangani akta nikah. Saksi tersebut secara 
khusus dan sengaja dihadirkan untuk menjadi saksi nikah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 26 PMA Nomor 11 Tahun 2007 
tentang Pencatatan Nikah.54 
Sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 ayat (1) PMA Nomor11 
Tahun 2007, saksi yang menandatangani akta nikah hanya berjumlah 2 
(dua) orang. Namun bisa dipastikan bahwa untuk prosesi akad nikah, 
biasanya disaksikan banyak orang. Mereka tidak hanya mengantar calon 
mempelai namun juga turut menyaksikan, melihat dan mendenhgar sendiri 
secara langsung prosesi sebelum, saat dan setelah akad nikah 
dilangsungkan. Meskipun tidak turut dipilih secara khusus untuk 
menandatangai akta nikah.55  
Termasuk kategori saksi yang utama ialah yang bertindak sebagai 
wali dalam perkawinan tersebut dan Pegawai Pencatat Nikah. Wali nikah, 
mulai dari ayah kandung hingga wali hakim dapat menjadi saksi untuk 
                                                             
      54 Ibid 
      55 Ibid  
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menguatkan dalil permohonan Is|ba<t nikah. Apalagi, wali nikah 
merupakan salah satu rukun nikah yang terlibat dan memiliki posisi yang 
menentukan sah tidaknya suatu perkawinan.56 
Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam fungsi utamanya adlah untuk 
melaksanakan tugas pencatatan perkawinan. Supaya berkekuatan hukum, 
perkawinan harus dilaksanakan di depan PPN atau pembantunya, 
Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Ketika ada satu dan lain hal 
sehingga perkawinan tidak tercatat, maka PPN atau P3N tersebut bisa 
dihadirkan untuk menjadi saksi dalam rangka membuktikan adanya akad 
nikah. 
Adapula saksi yang tidak menyaksikan, melihat dan mendengar 
sendiri secara langsung prosesi akad nikah, namun terlibat secara langsung 
dalam acara perkawinan. Perkaiwnan adalah peristiwa pribadi namun tidak 
bisa disembunyikan karena akan melibatkan banyak orang dan banyak 
pihak. Mereka akan mengetahui dengan persisi siapa yang akan menjadi 
calon mempelai, walaupun tidak turut menyaksiakan akadnya. 
Kualifikasi yang keempat adalah saksi yang menghadiri rresepsi 
perkawinan. Termasuk dalam pengertian resepsi ialah upacra adat, 
peresmian ataupun syukuran (walimah). Mereka biasanya mendapat 
undangan resmi dari mempelai untuk datang ke pesta pernikahan mereka. 
Walaupun tidak turut menyaksikan dan menghadiri prosesi akad, namun 
jauh-jauh hari sebelumnya sudah mengetahui akan adanya perkawinan. 
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Bahkan mereka sengaja datang, melihat duduknya pengantin di pelaminan 
dan mengalami sendiri tentang adanya suatu acara walimah sebagai 
perwujudan perintah agama untuk menyebarluaskan kabar tentang adanya 
perkawinan. 
Termasuk saksi kaulifikasi kelima adalah orang yang dari awal 
perkawinan mengetahui kehidupan rumah tangga para pemohon. Dalam 
kehidupan nyata di masyarakat, amyoritas prosesi akad nikah tidak 
melibatkan seluruh warga sekitar. Atau satu alasan, mereka tidak 
mengetahui secara persis keluarga siapa yang akan menikahkan dan siapa 
yang akan dinikahkan. 
Kualifikasi terakhir berkenaan dengan saksi yang dalam rentang 
waktu tertentu menegtahu kehidupan rumah tangga para pemohon. Saksi 
tidak mengetahui perkawinan para pihak berperkara, namun saksi 
menyaksikan dengan melihat dan mendengar sendiri tentang kehidupan 
rumah tangga mereka seian lama. Saksi melihat bahwa para pihak 
berperkara hidup bersama dalam seuah rumah, memiliki keturunan, 
bergaul dalam berbagai aktivitas masyarakat. Satu pihak disbut oleh 
masyarakat sebagai suami dan satu pihak yang lain disebut isteri. Dalam 
rentang waktu sekian lamanya, saksi melihat mendengar dan mengalami 
tidak ada seorang pun yang menggugat keabsahan perkawinan para pihak. 
Dalam khazanah Islam hal tersebut kenala dengan istilah al-
istifadhah, yakni sesuatu yang mashur yang diperbincangkan banyak 
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orang.57 Syahadah istifadhah ialah suatu kesaksisan yang berdasarkan 
pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah demikian luas 
tersiar.58 
Suatu kesaksian dari orang yang tidak mengetahui sendiri, 
mengalami sendiri atau mendengar sendiri proses akaad nikah, tetapi 
orang itu dan orang-orang lain yang banyak jumlahnya hanya tau bahwa 
para pihak sudah lama hidup serumah dan beranak pinak, dan semua 
masyarakat seitar menyakini para pihak sebagai pasangan suami isteri. 
Syahadah Istifadhah memiliki nilai untuk disusun menjadi satu sumber 
persangkaan, dimana persangkaan itu dapat disimpulkan terbuktinya 
sesuatu.59 
Terjadinya perkawinan sangat sulit untuk dibohongi. Walaupun ia 
merupakan privat affair, urusan pribadi, namun dalam pelaksanaannya 
mau tudak mau harus melibatkan banyak pihak, tidak hanya sepasang 
manusia berlainan jenis. Minimal ada orang tua dan saksi. demikian juga 
halnya dengan lahirnya peristiwa lanjutan dari sebuah perkawinan seperti 
lahirnya seorang anak, aqiqah, dan khitannya.60 
Saksi Istifadhah dalam Hukum Acara Islam, menurut Imam Syafi’i 
dalam kitab Al-Thuruq al-Hukmiyyah dijelaskan bahwa beliau 
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memperbolehkan sorang hakim mempergunakan saksi istifadhah dalam 
hal-hal yang berhubungan dengan nasab, kelahiran, kematian, 
memerdekakan budak, perwalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, 
mengundurkan dirinya seseorang menjadi hakim, wakaf, nikah beserta 
seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacatr pribadi seseorang, wasiat, 
kecerdasan dan kebodohan seseorang, dan masalah-masalah lain yang 
berhubungan dengan hak milik seseroang.61 
Imam Hanafi berpendapat bahwa saksi Istifadhah itu dapat 
dipergunakan hanya dalam lima hal, yaitu pernikahan, persetubuhan, 
nasab, kematian, dan diangkatnya seseorang menjadi hakim dalam satu 
wilayah.62 
Imam Hambali mengemukakan bahwa saksi Istifadhah itu hanya 
dapat dipergunakan dalam hal yang berhubungan dengan pernikahan, 
nasab, kematian, memerdekakan budak, perwalian, dan tentang hak milik 
yang dipersengketakan.63 
Imam Malik berpendapat bahwasannya dalam kasus keperdataan 
seseorang (an-nasab wa wiladah) diperbolehkan menggunakan syahadah 
istifadhah, tetapi tidak diperbolehkan penggunaannya di bidang lain.64 
Terkait perbedaan kebolehan penggunaan saksi istifadhah oleh 
dalam beberpa hal tersebut di atas didasarkan pada perbedaan tahun lahir 
                                                             
      61Al-Jauziyah, Al-Thuruq al-Khukmiyyah, hlm. 344. 
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dan kehidupan bermasyarakat, cara pandang, serta permasalahan yang 
dihadapi empat imam madzhab pada zamannya. 
Ibnu Qoyyim al-Jauziyah menambahkan dengan tegas serta  
menyatakan bahwa hakim boleh memutus perkara berasarkan syahadah al-
istifadhah, karena kesaksian tersebut merupakan bukti yang sangat kuat. 
Kesaksian ini pula sebagai salah satu cara untuk mendapatkan informasi 
atau fakta yang akurat, sehingga dengan fakta tersebut dapat menepis 
kemungkinan adanya tuduhan kecurangan atau kebohongan, baik dari sisi 
saksi maupun hakim. Oleh karena itu, syahadah al-istifadhah ini lebih kuat 
nilainya daripada kesaksian dua orang saksi yang memenuhi syarat formil 
dan materiil.65 
3. Alat Bukti Persangkaan  
Menurut ketentuan Pasal 1915 KUHPdt, persangkaan adaalh 
kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik 
dari suatu peristiwa yang terkenal atau terbukti ke arah suatu peristiwa 
yang tidak dikenal.66 
Menurut ketetntuan Pasal 1915 KUHPdt, persangkaan ada dua 
macam, yaitu persangkaan menurut undang-undang dan peraangkaan yang 
tidak berdasarkan undang-undang. Persangkaan menurut undang-undang 
adaalh persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan undang-undang 
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yang dihubungkan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu.67 
Jadi, yang menyimpulkan adalah undang-undang itu sendiri, bukan hakim. 
Hakim hanya mengikuti danmenerapkan terhadap kesimpulan undang-
undang itu dalam putusan.68 
Sedangkan persangkaan yang bukan menurut undang-undang atau 
persangkaan oleh hakim adalah kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh 
hakim berdasarkan peristiwa-peristiwa tertentu yang telah terungkap 
melalui bukti-bukti yang ditunjukkan para pihak. Bahkan untuk menyusun 
persangkaan bagi hakim sangat luas. Intinya, segala peristiwa, keadaan 
dalam sidang, bahan yang didapatkan dari pemeriksaan perkara tersebut, 
kesemuanya dapat dijadikan bahan untuk menyusun persangkaan.69 
Kekuatan pembuktian persangkaan bukan undang-undang adalah 
bebas. Artinya, diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, kekuatan bukti 
apa yang akan diberikan kepada persangkaan tertentu. Apakah akan 
dianggap sebagai alat bukti yang sempurna atau sebagai alat bukti 
permulaan, atau tidak berkekuatan alat bukti sama sekali.70 
4. Alat Bukti Pengakuan 
Alat bukti pengakuan diatur dalam Pasal 1923-1928 KUHPdt. 
Pengakuan adalah keterangan secara tegas baik tertulis ataupun lisan oleh 
                                                             
      67 Pasal 1916 KUHPdt 
      68 Sarmin Syukur, Hukum Acara..., hlm. 464 
      69 Ibid  
      70 Retnowulan Susantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik, (Bandung: CV 
Mandar Maju, 1995), hlm. 152 
 
52 
 
salah satu pihak berperkara yang membenarkan baik seluruh atau sebagian 
dari suatu peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang diajukan lawannya.71 
Menurut peraturan Pasal 1923 KUHPdt, pengakuan ada dua 
macam, yaitu pengakuan yang dilakukan di depan hakim dalam 
persidangan dan pengakuan yang dilakukan di luar sidang pengadilan. 
Pengakuan di dalam sidang adalah pengakuan yang dilakukan pada saat 
perkara diperiksa di muka persidangan. Menurut ketentuan Pasal 174 HIR, 
pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim cukup menjadi bukti untuk 
memberatkan orang yang mengaku itu, baik diucapkan sendiri maupun 
oleh kuasanya.72 
Sedangkan pengakuan di luar persidangan ialah pengakuan yang 
diberikan oleh salah satu pihak dalam perkara perdata di luar sidang untuk 
membenarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh pihak lawannya. 
Kekuatan alat bukti pengakuan di luar persidangan diserahkan kepada 
pertimbangan hakim.73 Jadi hakim bebasa memberi nilai kekuatan 
pembuktiannya, apakah dinilai sebagai alat bukti yang berkekuatan 
sempurna, sebagai alat bukti permulaan, atau tidak memberi nilai sama 
sekali. Sedangkan alat pengakuan di luar sidang secara tertulis berfungsi 
sebagai alat bukti tertulis.74 Pengakuan secara lisan di luar sidang masih 
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harus dibuktikan dalam sidang, hal demikian hanya dapat digunakan 
dalam hal-hal yang dipernolehkan pembuktiannya dengan saksi.75 
5. Alat Bukti Sumpah 
Sumpah dalam HIR dan KUHPdt tidak ditemukan pengertiannya. 
Kemudian Sudikno Mertokusumo mendefinisikan sumpah sebagai suatu 
pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu 
memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat yang Maha 
Kuasa dari Tuhan, dan percaya bahwa setiap siapa yang memberi 
keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.76 
Sumpah sebagai alat bukti ada dua macam, yaitu sumpah 
pemutus(decissoir) dan sumpah penambah (supletoir).77 
a. Sumpah Pemutus (Decissoir) 
Sumpah pemutus adalah sumpah yang diperintahkan hakim 
kepada salah satu pihak atas permohonan alawannya, untuk 
menggantungkan putusan perkara kepadanya.78 Yang membebani 
sumpah pemutus ini tetap hakim, hanya saja bukan karena inisiatif 
hakim itu sendiri melainkan atas permohonan pihak lawan. 
Penyelesaian perkara tergantung pada sumpah ini. apabila 
pihak yang dibebani sumpah mau bersumpah, maka perkara selesai 
dengan dikalahkan pihak yang memerintahkan bersumpah. Dan 
                                                             
      75 Ibid 
      76 Ibid 
      77 Sarmin Syukur, Hukum Acara Peradilan Agama, hlm. 474 
      78 Pasal 1929 KUHPdt 
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apabila yang diperintah sumpah tidak mau bersumpah, maka perkara 
selesai dengan dikalahkannya orang yang tidak mau bersumpah. 
Karena sifatnya yang seperti ini, maka disebut sumpah pemutus, 
artinya memutus persengketaan.79 
b. Sumpah Penambah (Supletoir) 
Sumpah penambah adalah sumpah yang diperintahkan hakim 
karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi 
pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar 
putusannya.80 Sumpah ini berfungsi untuk melengkapi alat bukti yang 
telah diajukan, tetapi oleh hakim dianggap belum cukup.81 
 
 
                                                             
      79 Sarmin Syukur, Hukum Acara Peradilan Agama Indonesia, hlm. 148 
      80 Pasal 1929 KUHPdt 
      81 Sarmin Syukur, Hukum Acara...., hlm. 481 
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BAB III 
DESKRIPSI DATA  PENGADILAN AGAMA SRAGEN SERTA 
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA IS\BA<T  
NIKAH NOMOR 0079/Pdt.G/2019/PA.Sr 
A. Profil Pengadilan Agama Sragen 
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Sragen 
Pengadilan Agama Sragen sebagai Lembaga Peradilan Agama 
secara formal baru terbentuk pada tahun 1892 dengan pimpinannya 
yang pertama bernama R. Hasan Zaenal Musthofa. Sebelum itu 
semenjak tahun 1870 di Sragen, pernah dikenal Badan Peradilan 
Agama yang bernaung di bawah Kesultanan Kasunanan Surakarta 
yang susunan serta jalannya peradilan diatur dan ditentukan oleh 
Sultan Kasunanan Surakarta yang bertindak selaku waliyul 'amri yang 
melimpahkan Tauliyah atau wewenang kepada seorang Ulama sebagai 
Imam (Hakim) untuk di daerah Sragen. Pada periode ini sudah barang 
tentu Badan Peradilan Agama yang diatur oleh Sultan Kasunanan 
Surakarta terbatas kekuasaannya, hanya dalam daerah Surakarta saja. 
Di luar daerah Surakarta sudah barang tentu ada Badan Peradilan 
Agama lain yang berbeda dengan Badan Peradilan Agama di bawah 
Kasunanan Surakarta tersebut. Sebelum tahun 1870 pernah juga 
dikenal di daerah Sragen bentuk peradilan yang sangat sederhana yang 
 
56 
 
umumnya disebut "Tahkim" yaitu masa permulaan Islam 
memasuki  daerah Sragen.1 
2. Wilayah Yurisdiksi 
a. Secara Astronomis 
Pengadilan Agama Sragen berada di wilayah Kabupaten 
Sragen merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah. 
Secara Astronomis Kabupaten Sragen terletak pada: 7 º 15’ LS - 7 º 
30’ LS dan 110 º 45 BT - 111 º 10 BT.2 
b. Secara Geografis  
Kabupaten Sragen terletak di perbatasan Jawa Tengah dan 
Jawa Timur. Batas wilayahnya meliputi: 
Sebelah Barat   : Kabupaten Boyolali 
Sebelah Timur  : Kabupaten Ngawi (Jawa Timur) 
Sebelah Utara   : Kabupaten Grobogan  
Sebelah Selatan  : Kabupaten Karanganyar  
Luas kabupaten Sragen adalah 941.55 km2 yang terbagi ke 
dalam 20 (dua puluh) Kecamatan, 208 Kelurahan dan secara 
fisiologis Kabupaten Sragen terbagi atas: 
(-) 40.037,93 Ha(42,52%) Lahan basah (sawah) 
                                                             
      1Pengadilan Agama  Sragen, 
http://pasragen.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=225, di 
akses pada 13 Agustus 2019,  Pukul 18.49 WIB 
      2Pengadilan Agama Kabupaten Sragen, http://pa-
sragen.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=225, di akses 
pada 8 Oktober, pukul 13:00. 
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(-) 54.117,88 Ha(57,48%) Lahan kering 
Jumlah penduduk Sragen menurut hasil sensus tahun 2018 
sebanyak 986.708 jiwa.3 Sedangkan secara Topografi, wilayah 
Kabupaten Sragen terbagi atas: 
Luas Wilayah  : 94.155 Ha 
Luas Sawah  : 40.129 Ha 
Tanah Kering   : 54.026 Ha 
Wilayah Kabupaten Sragen menurut letak Geografisnya 
terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: 
Sebelah Selatan Bengawan Solo: 
Luas Wilayah   : 32.760 Ha (34,79 %) 
Tanah Sawah   : 22.027 Ha (54,85 %) 
Terdiri dari  : 9 Kecamatan, 88 Desa dan Kelurahan. 
Sebelah Utara Bengawan Solo: 
Luas Wilayah   : 61.395 Ha (65,21 %) 
Tanah Sawah   : 18.102 Ha (45,15 %) 
Terdiri dari  : 11 Kecamatan, 120 Desa. 
Sungai Bengawan Solo adalah sungai terpanjang di Pulau 
Jawa, Indonesia dengan mata air dari daerah Kabupaten Wonogiri 
dan bermuara di Daerah Bojonegoro. Sungai ini panjangnya 
548,53km dan mengaliri dua provinsi yaitu Jawa Tengah dan Jawa 
Timur. Kabupaten yang dilalui ialah Wonogiri, Pacitan, Sragen, 
                                                             
      3 Dukcapil Kabupaten Sragen, http://dukcapil.sragenkab.go.id/data/jumlah_penduduk, 
diakses 13 Oktober 2019, 19.47 WIB. 
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Solo, Klaten, Ngawi, Blora, Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan 
Gresik. Kabupaten Sragen berada di lembah daerah aliran Sungai 
Bengawan Solo yang mengalir ke arah Timur.4 
Sragen sebelah Utara berupa perbukitan, bagian dari sistem 
Pegunungan Kendeng. Sedangkan di Selatan berupa pegunungan, 
lereng dari Gunung Lawu.5 
Sragen terletak di jalur utama Solo-Surabaya. Kabupaten 
ini merupakan gerbang utama sebelah timur Provinsi Jawa Tengah, 
yang berbatasan langsung dengan Provonsi Jawa Timur. Sragen 
juga dilintasi jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa (Surabaya-
Yogyakarta-Jakarta) dengan sistem stasiun terbesarnya Sragen, 
serta lintas Semarang-Solo dengan stasiun terbesarnya Gemolong.6 
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sragen 
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 7 Tahun 2016, Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan dan Kesekreteriatan Peradilan. Sehingga Struktur atau 
Badan Organisasi Peradilan Agama Sragen sebagai berikut:7 
                                                             
      4 Laporan Tahunan PA Sragen Tahun 2018 
      5 Ibid  
      6 Ibid  
     7 Ibid. 
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4. Visi dan Misi 
Bermula dari lahirnya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 
sebagai perubahaan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama telah menambah eksistensi dan kedudukan 
Pengadilan Agama dalam melaksakan tugas pokok dan fungsinya 
semkain kuat. Oleh karena itu, sudah menjadi tuntutan institusi bahwa 
pembinaan terhadap sumber daya manusia apartur Peradilan Agama 
harus lebih diintensifkan. Berangkat dari landasan yuridis tersebut, 
Peradilan Agama Sragen sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan 
kehakiman harus mampu memberikan pelayanan hukum kepada 
masyarakat pencari keadilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. 
Pengadilan Agama Sragen sebagai salah satu pelaksana kekuasaan 
kehakiman mempunyai Visi sebagai berikut: 
“Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung di 
Lingkungan Pengadilan Agama Sragen” 
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Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksakan sesuai 
visi yang ditetpakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan 
terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Sragen adalah sebagai 
berikut: 
a) Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan 
transparasi. 
b) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam 
rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 
c) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.  
d) Melaksanakan tertib addministrasi dan manajemen peradialan yang 
efektif dan efisien. 
e) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
Upaya mewujudkan visi dan misi tersebut bukan suatu 
permasalahan menddalam atas segala permasalahan yang ada serta 
penetapan rencana dan strategi yang tepat dan komperhensif untuk 
menjawab permasalahan yang ada.8 
5. Kewenangan Pengadilan Agama Sragen  
Peraturan  hukum acara peradilan di Indonesia mengenal dua 
bentuk kekuasaan (kewenangan), yakni kewenangan absolut dan 
kewenangan relatif.9 Ruang lingkup kewenangan absolut Pengadilan 
                                                             
      8 Laporan Tahunan PA Sragen Tahun 2018 
 
      9 Ahmad  Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, (Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2012),  hlm. 116 
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Agama yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-
perkara di tingkat pertama seperti halnya dijelaskan dalam Undang-
Undang Nomor50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU 
Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 1 dijelaskan 
bahwa “Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang 
beragama Islam”.10 
Menurut Pasal 49 UU Nomor3 tahun 2006 tentang Perubahan 
atas UU Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menjadi 
kewenangan dari Peradilan Agama adalah perkara di tingkat pertama 
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 
a. Perkawinan; 
b. Waris; 
c. Wasiat; 
d. Hibah; 
e. Wakaf; 
f. Zakat; 
g. Infaq; 
h. Shadaqah; 
i. Ekonomi Syari’ah. 
Sehingga apabila dalam  perkara-perkara tersebut dilakukan oleh 
orang yang tidak beragama Islam dan tidak dengan  landasan Hukum 
                                                             
      10 UU Nomor50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor7 Tahun 1989 
Tentang Peradilan Agama. 
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Islam, maka perkara tersebut secara absolut bukan kewenangan Peradilan 
Agama, akan tetapi menjadi kewenangan  Peradilan Umum.11 
Dengan berlakunya UU Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama mulai tanggal 29 Desember 1989, maka berdasarkan Pasal 107 UU 
tersebut sudah tidak berlaku lagi:12 
a. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura 
(Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staadsblad Tahun 1937 
Nomor 116 dan Nomor 610); 
b. Peraturan tentang Kerapatan Qdi dan Kerapatan Qadi Besar untuk 
sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staadsblad 
Tahun 1937 Nomor 633 dan Nomor 639); 
c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan 
Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di luar Jawa dan Madura 
(Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99) dan  
d. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 (2) UU 
Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “Setiap 
Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum 
sudah tidak berlaku lagi. 
 Pada saat mulai berlakunya UU Nomor7 Tahun 1989, semua 
Badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai Badan 
Peradilan  Agama  menurut Undang-Undang  ini dan semua peraturan 
                                                             
11 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata... , hlm. 118. 
 
12 Ibid. 
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pelaksanaan yang telah ada mengenai Peradilan Agama dinyatakan 
tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan UU ini belum di 
keluarkan, sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan  UU 
Nomor7 Tahun 1989.13 
 Dengan adanya UU Nomor7 Tahun 1989, maka untuk pemeriksaan 
sengketa perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, yang 
melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, diajukan kepada 
Pengadilan Agama dan keputusan Pengadilan Agama dapat 
berkekuatan tetap tanpa pengukuhan dari Pengadilan Negara. 
Sedangkan bagi penganut agama lain, seperti penganut agama 
Krinten/Katolik, Hundu/Budha, apabila persengketaan perkawinan 
tidak dapat diselesaikan oleh Pendeta atau Dewan Pendeta agama 
masing-masing, atau tidak dapat menerima hasil keputusan agama 
tersebut, mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Negara. 
Sebagaimana berarti Hakim Pengadilan Negara harus memeriksa, 
mempertimbangkan dan mengambil putusan dengan memperhatikan 
hukum agama masing-masing.14 
B. Perkara Permohonan Is\ba<t Nikah No 79/Pdt.G/2019/PA.Sr 
          Is\ba<t  Nikah dalam  praktiknya, perkara dilaksanakan melalui dua 
jalur yakni jalur voluntair dan contentious. Jika permohonan is\ba<t  nikah 
diajukan oleh anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan harus 
                                                             
       13 UU Nomor7 Tahun 1989 Pasal 106. 
 
      14 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut:  Perundangan, Hukum 
Adata, Hukum Agama, Cetakan Ketiga, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm 189-191. 
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berupa perkara  contentious (sebagai Termohon), dan jika suami istri 
sudah meninggal, maka dapat mendudukkan ahli warisnya sebagai pihak 
Termohon, produknya berupa putusan.15 Adapun prosedur dalam 
permohonan pengesahan nikah atau is\ba<t  nikah yang sama halnya dengan 
prosedur-prosedur pengajuan perkara perdata lain, yakni dengan 
mengajukan permohonan atau gugatan melalui tahapan petugas yang 
berada di Pengadilan Agama.16  
          Menanggapi permasalahan ini, tidak ada perbedaam cara pengajuan 
perkara is\ba<t  nikah yang diajukan secara voluntair maupun secara 
contentious. Namum, dalam kasus is\ba<t  nikah yang diajukan secara 
contentious terdapat upaya mediasi dan replik duplik. Perkara nomor 
079/Pdt.G/2019/PA.Sr  masuk pada kasus is\ba<t  nikah secara contentious, 
karena masalah ini tidak bisa diselesaikan secara voluntair lantaran pihak 
suami telah meninggal dunia. Permasalahan secara contentious 
diantaranya, yaitu: (1) Apabila salah satu pihak yakni suami/istri 
meninggal dunia dan diketahui tidak memiliki akta nikah, sedangkan para 
ahli waris hendak mengurus akta kelahiran, pembuatan KTP dsb. (2) 
Apabila sepasang suami istri sama-sama mengajukan permohonan is\ba<t  
nikah, namun ternyata diketahui bahwa salah satu pihak (suami) masih 
                                                             
15 Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan 
Agama,  Edisi Revisi 2013, (Jakarta: Derektorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 
147-148. 
 
16 Ahmad Mujahidin, Pembaruan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan 
Mahkamah Syari’ah di Indonesia, Cetakan Pertama, (Jakarta: IKAHI, 2008), hlm, 148. 
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memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain. Permasalahan seperti itu 
tidak dapat diselesaikan dan diajukan secara voluntair, karena terdapat 
pihak lain dalam perkara, sehingga perkara tersebut bisa diselesaikan 
dengan diajukannya secara contentious.17 
            Adanya keringanan melalui is\ba<t  nikah atas perkawinan yang 
tidak dicatatkan mengharuskan Hakim berhati-hati dalam menyelesaikan 
perkara is\ba<t  nikah. Sehingga dalam menjaga kehati-hatian ini para 
Hakim memiliki pedoman dalam menyelesaikan berbagai permasalahan 
berupa Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan 
Agama.18 
            Dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi 
Peradilan Agama bahwa alasan is\ba<t  nikah dapat diajukan secara 
contentious, yakni :19 
a. Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum 
b. Untuk menghindari adanya is\ba<t  nikah tanpa prosedur. 
Sehingga dalam perkara is\ba<t  nikah yang diajukan secara 
contentious, memberikan kesempatan pada orang lain/pihak lain 
yang terikat hukum dengan salah satu pihak yang mengajukan 
                                                             
17 M. Fajrul Falah, “Proses Penetapan  Is\ba>t Nikah Terhadap Perkara Contentious 
dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang 
Nomor: 0234/Pdt.G/ 2015/PA. Tnk)”, Skripsi, 2017, UIN Raden Intan Lampung, hlm, 7. 
 
18 Achmad Baidlowi, Hakim PA Sragen, Wawancara Pribadi, 04 Maret 2020, pukul 
19.30-20.00 WIB. 
 
19 Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas... , hlm. 144. 
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permohonan is\ba<t  nikah untuk membela hak-haknya di hadapan 
hakim.  
Perkara Nomor 079/Pdt.G/2019/PA.Sr yang diajukan oleh 
Pemohon dimana Pemohon menyatakan bahwa ia  dan suaminya 
telah melangsungkan pernikahan menrurut syari’at agama islam di 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen. 
Pemohon juga mendalilkan bahwasannya ia tidak pernah menerima 
kutipan akta perkawinan, dan setelah mengurusnya di KUA 
tersebut ternyata register perkawinannya tidak ditemukan  di 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen. Oleh 
sebab itu, maka pemohon sangat membutuhkan pengesahan nikah 
dari Pengadilan Agama Sragen guna dijadikan sebagai alas hukum 
untuk mengurus buku nikah untuk melengkapi persyaratan 
pengurusan pensiunan janda.20 
Jika dilihat dari kasus pengajuan is\ba>t  nikah dengan 
alasan mengurus pensiunan janda maka hal ini tidak tercantum 
dalam persyaratan pengajuan is\ba>t nikah dalam KHI, akan tetapi, 
dalam Putusan No. 0079/Pdt.G/2019/PA.Sr tersebut Pengadilan 
Agama Sragen mengabulkan permohonan is\ba>t yang diajukan oleh 
pemohon. Dengan alasan, karena perkara ini masuk dalam salah 
satu alasan diajukannya is\ba>t nikah dalam KHI, yaitu (perkawinan 
                                                             
                20 Dikutip dari salinan Putusan,  Nomor 079/Pdt.G/2019/PA.Sr.  hlm. 2. 
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yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan 
perkawinan).21  
Perkara yang diajukan oleh Pemohon yaitu mengajukan 
Perkara Is\ba>t Nikah Yang Diajukan Dengan Alasan Mengurus 
Buku Nikah guna dijadikan sebagai alas untuk melengkapi 
persyaratan pensiunan janda, masuk dalam perkara yang harus 
diselesaikan secara contentious. Karena orang lain yang terkait 
hukum dengan salah satu pihak yang mengajukan permohonan 
is\ba>t nikah diberikan peluang untuk membela hak-haknya di 
hadapan Hakim. Karena hal tersebut bertujuan untuk berhati-hati 
agar tidak terjadi penyelundupan hukum dalam perkara is\ba>t nikah. 
Sehingga, dalam hal ini Hakim meneliti perkara yang diajukan oleh 
Pemohon. Tertulis dalam duduk perkara No. 6 yang ada di putusan 
Hakim: 
“Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta 
Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan 
Agama, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen sebagai 
pengesahan maupun surat ganti keterangan perkawinan. 
Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan pengesahan 
nikah dari Pengadilan Agama Sragen guna dijadikan 
sebagai alas hukum untuk mengurus buku nikah pemohon 
                                                             
21 Dikutip dari salinan Putusan,  Nomor 079/Pdt.G/2019/PA.Sr.  hlm. 9. 
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guna melengkapi syarat pengurusan pensiunan janda;-------
” 
Setelah memeriksa bagaiana alur perkawinannya Pemohon dengan 
suaminya, Majelis Hakim sebagai organ Pengadilan memeriksa perkara 
yang diajukan itu untuk menerima dan memeriksa permohonan dan 
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut; 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon. 
2. Menetapkan sah pernikahan antara XXX dengan XXX yang 
dilangsungkan  dihadapan penghulu dari Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen pada 27 Juli 1962; 
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan 
tersebut kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama 
kecamatan Jenar Kabupaten Sragen; 
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku; 
Majelis Hakim juga melakukan pembuktian dengan cara 
mengumumkan adanya perkawinan antara pemohon dengan suaminya 
pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sragen selama 14 hari yang 
bertujuan untuk membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan tersebut 
benar-benar terjadi. Setelah 14 hari ternyata tidak ada yang menyatakan 
keberatan dengan adanya perkawinan tersebut.22 
Adapun pertimbangan-pertimbangan yang digunakan Hakim 
adalah sebagai berikut: 
                                                             
22 Dikutip dari salinan Putusan,  Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Sr.  hlm. 8. 
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a. Menimbang bahwa perkara ini menjadi kewenangan absolute 
Pengadilan Agama Sragen untuk memeriksa dan mengadilinya 
berdasarkan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam; 
b. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Majelis 
Hakim telah mengumumkan adanya perkawinan antara XXX di papan 
pengumuman Pengadilan Agama Sragen selama 14 hari terhitung sejak 
tanggal 10 Januari 2019 dan ternyata hingga masa berakhirnya 
pengumuman tersebut tidak ada yang menyatakan keberatan dengan 
adanya perkawinan tersebut. 
c. Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan 
keterangan saksi-saksi di persidangan telah membuktikan bahwa antara 
XXX adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tahun 1962 
di KUA, Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen. 
d. Menimbang bahwa saat itu yang menjadi wali nikahnya adalah 
ayahkandung pemohon dan disaksikan dua orang saksi yakni YY dan 
KK dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 1-, akan tetapi 
perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Jenar, permohonan diajukan ke Pengadilan guna memeperoleh 
pengesahan nikah sevara hukum negara berdasarkan penetapan 
Pengadilan. 
e. Menimbang bahwa Termohon memebenarkan dalil permohonan 
Pemohon. 
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f. Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut permohonan itsbat nikah, 
maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai 
alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan 
akad nikah Pemohon tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan 
rukun nikah secara syari’at Islam, dan tidak melanggar larangan 
perkawinan, maka kepada Pemohon dibebani wajib pembuktian; 
g. Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti 
surat P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6  dan P.7,  dan 3 (tiga) orang saksi yang 
masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di 
depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara; 
h. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 membuktikan 
bahwa senyatanya Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum 
Kabupaten Sragen,  maka perkara ini secara relative merupakan 
kempetensi Pengadilan Agama Sragen untuk memeriksanya, (vide 
pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah 
kedua dengan undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 
Kompilasi Hukum Islam); 
i. Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.4 adalah Kartu Identitas diri 
Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai 
cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut 
memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat; 
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j. Menimbang, berdasarkan bukti P.2, membuktikan bahwa Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen tidak menemukan 
arsip/data perkawinan Pemohon dengan suaminya; 
k. Menimbang bahwa bukti P.3, P.5, P.6 dan P.7 dikeluarkan oleh 
pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan 
aslinya, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang 
penuh dan mengikat; 
l. Menimbang, bahwa alat bukti lain berupa tiga orang saksi dibawah 
sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan 
didengar sendiri tentang pelaksanaan walimatul ursy Pemohon, 
meskipun para saksi tidak hadir dalam acara akad nikah Pemohon dan 
suaminya, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian 
antara yang satu dengan lainnya, apa yang diterangkan oleh saksi-saksi 
tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat saksi 
sendiri tentang keberadaan hubungan perkawinan antara Pemohon dan 
suami Pemohon; 
m. Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut tidak mengetahui peristiwa 
akad nikah Pemohon, karena para saksi tidak  turut menghadiri acara 
akad nikah, namun senyatanya para saksi mengetahui adanya 
pertunjukan wayang yang diselenggarakan oleh wali Pemohon dalam 
rangka walimatul ursy Pemohon, para saksi juga mengetahui Pemohon 
dan suami Pemohon telah menikah dan hidup berumah tangga sebagai 
suami isteri sejak tahun 1962 sampai sekarang tidak pernah ada 
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keberatan atau gugatan dari pihak lain tentang perkawinan Pemohon, 
dan bahwa Pemohon sebagai suami isteri dan sudah punya satu orang 
anak sudah diketahui secara luas dan sudah menjadi pengetahuan 
umum bagi masyarakat yang tinggal di sekitar tempat tinggal 
Pemohon, sehingga dengan demikian berarti para saksi  yang diajukan 
oleh para Pemohon adalah yang disebut dengan saksi Istifadlah; 
n. Menimbang, bahwa para ahli hukum Islam/ulama fiqih berpendapat 
saksi Istifadah/tasamu’ dapat dijadikan sebagai alat bukti di 
persidangan untuk perkara penetapan asal-usul anak (nasab), 
perkawinan, kelahiran, kematian sebagaimana dalil dalam Kitab Al 
Fiqhul Islamy wa Adillatuhu Juz VII halaman 696 yang artinya: 
“Dan telah sepakat pendapat para ahli hukum Islam (Fuqaha) 
dari Empat Mazhab tentang kebolehan menetapkan nasab (asal-
usul anak) berdasarkan kesaksian tasamu’ (seorang yang hanya 
mendengar cerita/kabar yang diketahui oleh masyarakat luas) 
sebagaimana hal tersebut dibolehkan pula dalam menetapkan 
adanya pernikahan atau perkawinan, telah berhubungan suami 
isteri, menyusui, kelahiran dan kematian”; 
 
o. Menimbang, bahwa juga berdasarkan dalil hukum yang diambil 
sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagaimana mafhum ibarat pada 
kitab Mughnil Muhtaj, juz 12 halaman 125 yang berbunyi: 
  ِدْيِدَْجلا َىلَع ِحاَِك نلِاب َِةلِقَاعْلا َِةغِلَابْلا ُراَرِْقا َُلبُْقيَو 
 Artinya: Dan diterima pengakuan perempuan yang sudah baligh dan 
berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid. 
maka telah  tergambar jelas, bahwa antara Pemohon dengan suaminya 
telah nyata melaksanakan pernikahan yang sah; 
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p. Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon  dan jawaban Termohon 
serta pembuktian terhadap perkara a quo, maka dapat ditemukan fakta 
tentang hubungan hukum antara Pemohon  dengan suaminya adalah 
sebagai suami isteri yang telah melaksanakan akad nikah secara Islam 
pada tahun 1962 di Jenar Sragen dengan wali nikah bernama RD, dan 
disaksikan dua orang saksi  yaitu CP dan SS, dengan mas kawin 
berupa uang sebesar Rp. 1,-    dibayar tunai; 
q. Menimbang, bahwa berdasarkan Permenag Nomor3 Tahun 1975 yang 
dalam pasal 39 ayat 4 menentukan bahwa jika KUA tidak bisa 
membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau 
hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, 
talak, cerai, atau rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti 
penetapan) Pengadilan Agama; 
r. Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa 
permohonan itsbat nikah Pemohon sudah sepatutnya dapat diterima 
dan dikabulkan; 
s. Menimbang, bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon 
dengan suaminya telah terbukti dilakukan secara sah menurut syariat 
Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur 
dalam Pasal 19 s.d. Pasal 10 UU Nomor 1 Tahun 1974,jo. Pasal 39 s.d. 
Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, permohonan mana 
telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e dan (4) 
Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka oleh karena itu Majelis 
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Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan permohonan Pemohon, 
dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan 
suaminya; 
t. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2013 kepada Pemohon diperintahkan mencatatkan 
perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenar Kabupaten 
Sragen;  
u. Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang 
perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat  (1) Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada 
Pemohon;  
Dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim diatas, dapat kita 
ketahui  bahwa alasan kenapa Pemohon bertekat untuk membawa 
perkara ini sampai ke Pengadilan yaitu  guna dijadikan sebagai alas 
hukum untuk mengurus buku nikah pemohon guna melengkapi 
persyaratan pengurusan pensiunan janda. Maka kemudian Pemohon 
mengajukan permohonan kepada Pengadilan  Agama Sragen supaya 
mendapatkan bukti otentik akta nikah, dengan cara  mengisbatkan  
perkawinannya dengan almarhum suaminya. 
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BAB IV 
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERIMA 
PERKARA NOMOR079/Pdt.G/2019/PA. Sr   TENTANG IS|BA<T 
NIKAH DENGAN SAKSI YANG TIDAK HADIR PADA SAAT AKAD 
NIKAH SERTA KEDUDUKANNYA DALAM PERSPEKTIF EMPAT 
IMAM MAZ|HAB DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM 
A. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sragen Dalam 
Menerima Kesaksian Saksi yang tidak Hadir pada saat Akad Nikah 
dalam Perkara Is|ba<t  Nikah Nomor079/Pdt.G/2019/PA. Sr   
Dalam memutus setiap perkara di dalam persidangan, hakim tidak 
serta merta memutuskan perkara dengan sekehendak hatinya sendiri. 
Melainkan  hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan dan landasan 
hukum untuk memutuskan suatu perkara tersebut. Dalam perkara permohonan 
Isbat Nikah dengan nomor resgister perkara 0079/Pdt.G/2019/PA.Sr hakim 
memiliki pertimbangan dan melihat dasar hukum yang sudah ada. 
Pertimbangan  hukum yang digunakan hakim adalah sebagai berikut: 
Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan isbat nikah 
antara Pemohon dengan suami Pemohon dengan mendalilkan bahwa 
pernikahan pemohon dengan suaminya dilaksanakan secara syariat islam pada 
tahun 1962 di KUA Keacamatan Jenar Kabupaten Sragen. Akan tetapi 
pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, permohonan diajukan ke 
pengadilan untuk memperoleh penegsahan nikah secara hukum negara 
berdasarkan penetapan pengadilan.  
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Mempertimbangkan juga bahwa perkara ini menyangkut permohonan 
isbat nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan pemohon 
mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam 
pelaksanaan akad nikah pemohon tersebut, apakah sudah memenuhi syarat 
dan rukun nikah secara syariat islam dan tidak melanggar larangan 
perkawinan, maka pemohon kemudian dibebani wajib pembuktian. 
Sebagai bentuk penguat atas permohonannya, Pemohon dalam 
persidangan  kemudian mengajukan beberapa alat bukti diantaranya adalah 
alat bukti tulis dan tiga orang  saksi. 
Tiga orang saksi yang diperiksa dibawah sumpahnya telah 
memberikan keterangan sebagaimana  apa yang dilihat dan didengar sendiri 
tentang pelaksanaan walimatul ursy Pemohon. Meskipun para saksi tidak 
hadir dalam acara akad nikah Pemohon dan suaminya,  keterangan saksi-saksi 
tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya. Apa yang 
diterangkan oleh saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar 
dan dilihat saksi sendiri tentang keberadaan hubungan perkawinan antara 
Pemohon dan suami Pemohon. 
Dalam salinan putusan Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Sr halaman 10 
disebutkan,  bahwa  saksi-saksi tersebut tidak mengetahui peristiwa akad 
nikah Pemohon, karena para saksi tidak  turut menghadiri acara akad nikah, 
namun senyatanya para saksi mengetahui adanya pertunjukan wayang yang 
diselenggarakan oleh wali Pemohon dalam rangka perayaan  walimatul ursy 
para Pemohon, para saksi juga mengetahui Pemohon dan suami Pemohon 
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telah menikah dan hidup berumah tangga sebagai suami isteri sejak tahun 
1962 sampai sekarang tidak pernah ada keberatan atau gugatan dari pihak lain 
tentang perkawinan Pemohon, dan bahwa Pemohon sebagai suami isteri dan 
sudah  dikaruniai satu orang anak sudah diketahui secara luas dan sudah 
menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat yang tinggal di sekitar tempat 
tinggal Pemohon, sehingga dengan demikian  para saksi  yang diajukan oleh  
Pemohon oleh Hakim kemudian disebut dengan saksi Istifadlah.  
Saksi dalam Hukum Acara Perdata termasuk dalam hukum 
pembuktian. Pembuktian diperlukan oleh Hakim untuk mencari kebenaran 
fakta dan peristiwa yang dijadikan dalil gugat oleh Penggugat dalam menuntut 
haknya.  Jadi, pembuktian khususunya dengan saksi itu adalah untuk 
meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan seseorang 
dalam suatu sengketa.1 
Dalam Hukum Acara Perdata Islam, kesaksian disebut dengan 
Syahadah.   Sedangkan Istifadhah sendiri bermakna sesuatu yang mashur 
diperbincangkan banyak orang.2 Syahadah Istifadhah ialah suatu kesaksian 
yang berdasarkan pengetahauan yang bersumber pada berita yang tersebar 
sedemikian luas.3 
Idealnya seorang saksi adalah seseorang yang melihat, mendengar dan 
mengalami sendiri peristiwa yang sedang diperkarakan di pengadilan. Oleh 
karena itu, menjadi seorang saksi di pengadilan bukanlah perkara yang mudah. 
                                                             
      1 Achmad Baidlowi, Hakim PA Sragen, Wawancara Pribadi, 12 Desember 2019 
 
      2 Ibnu Qoyyim Al-Jauzah, at-Thuruqu Hukmiyati fie Siyasati Al-Syariyyati, terjm 
 
      3 Abdul Karim Zaidan, Nizamul Al-Qadha fi Al-Syariyyati Al-Islamiyytai, hlm.174. 
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Selain itu ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi seseorang 
agar dapat dijadikan sebagai saksi. Selain itu, pada kenyataannya mencari 
seorang saksi yang dapat dipertanggungjawabkan kesaksiannya bukanlah 
menjadi perkara yang mudah. Oleh sebab itu adakalanya saksi yang diajukan 
oleh pihak yang bersengketa adalah seseorang yang tidak mengetahui atau 
menyaksikan sengketa tersebut secara langsung.4 Hal ini tentu berada di luar 
kategori kesaksian yang dituangkan dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 
KUHPerdata, dimana kesaksian harus disertai dengan keterangan tentang 
bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya.5 
Selain itu, dalam memutus perkara ini Majelis Hakim juga melihat  
bahwa kendala yang sering dihadapi pemohon dalam mengajuakn 
permohonan isbat nikah adalah terkait dengan ketiadaan saksi yang 
mengetahui secara langsung perbuatan hukum peristiwa perkawinan di masa 
lampau,  karena saksi-saksi yang bersangkutan telah meninggal dunia. Dalam 
hal ini kemudian alat bukti yang tersedia biasanya hanya saksi-saksi yang 
mengetahui secara tidak langsung perbuatan hukum perkawinan berdasarkan 
informasi dari orang lain yang telah beredar secara luas di masyarakat. Hakim 
di Pengadilan Agama Sragen kemudian menjadikan hal ini sebagai tolok ukur 
untuk memutus perkara Nomor 079/Pdt.G/2019/PA.Sr.6  
                                                             
      4 Chumaidi, Hakim PA Sragen, Wawancara Pribadi, 12 Desember 2019, Jam 13.00-16.20 
WIB 
 
 
      5 Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), (Jakarta: Pradnya 
Paramita, 2003) 
 
       6 Chumaid, Hakim PA Sragen, Wawancara Pribadi, 12 Desember 2019, Jam 13.00-16.20 
WIB 
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Hal ini berarti Hakim dalam putusannya menyimpangi aturan Pasal 
171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata yaitu “Keterangan yang diberikan 
harus bersumber pada pengetahuan yang jelas. Dan sumber pengetahuan 
yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, pengelihatan, dan 
pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa yang sedang 
disidangkan para pihak”. Penyimpangan ini sangatlah beralasan karena 
saksi utama yang mengetahui kejadian pernikahnnya sudah tidak ada lagi, 
sehingga apabila menerapkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 
KUH Perdata tersebut maka tidak akan ada solusi yang dapat diambil 
dalam menyelesaikan perkara isbat nikah.7 
Pertimbangan lain yang dijadikan hakim dalam memutus perkara 
isbat nikah dengan saksi istifadhah adalah didasarkan pada konsep 
maqashid syari’ah yang menegaskan bahwa hukum Islam disyari’atkan 
untuk mewujudkan dan memelihara mashalat umat manusia. Karena 
penetapan hukum dalam  Islam harus bermuara kepada mashlahat.8 
Pembuktian merupakan sesi terpenting dalam suatu proses 
persidangan yang dilaksanakan di peradilan agama. Tujuan pembuktian 
adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yangdissampaikan oleh 
para pihak di dalam persidangan, emlalui penggunaan alat-alat bukti. 
Pembuktian mencoba merekonstruksikan kebenaran peristiwa yang telah 
lampau. Namun terkadang, ada perkara yang tidak dapat dibuktikan 
                                                             
       7 Achmad Baidlowi, Hakim PA Sragen, Wawancara Pribadi, 4 Maret 2020, Jam 19.30-
20.00 WIB 
 
       8 Ibid 
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dengan jelas melalui alat-alat bukti yang diatur. Dalam hal ini qarinah 
dapat digunakan sebagai petunjuk untuk mengambil suatu kesimpulan atas 
perkara. Dalam Hukum Acara Islam, qarinah berkedudukan hanya sebagai 
alat bukti penunjang, yang berarti harus ditambah dengan alat bukti yang 
lain.9 
 Majelis Hakim juga menimbang permohonan isbat nikah ini 
berdasarkan  ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1971 Pasal 
13 sampai dengan 19 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi 
Hukum Islam yang mana permohonan telah diajukan sesuai dengan 
ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. 
Oleh sebab itulah kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah 
sepaturnya perkara permohonan Isbat Nikah ini dapat diterima dan 
dikabulkan. 
B. Analisis Kedudukan Saksi dalam Perkara Isbat Nikah 
Nomor079/Pdt.G/2019/PA. Sr  Perspektif Imam Empat Madzhab dan 
Kompilasi Hukum Islam  
1. Analisis Kedudukan Saksi dalam Perkara Isbat Nikah 
Nomor079/Pdt.G/2019/PA. Sr  Perspektif Imam Empat Madzhab 
Dalam Hukum Islam saksi  berasal dari kata دهش-دهشي-ةداهشم  yang 
artinya berita yang pasti.10 Menurut kitab fikih saksi identik dengan 
                                                             
        9 Asep Saepullah, Memutuskan Perkara Berdasar Qarinah Menurut Hukum Islam, Jurnal 
Kajian Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syeh Nurjati Cirebon, Vol. 
I, No. 1, Juni 2016 
      10 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, Surabaya: Pustaka 
Progresif, 1997, hlm. 747 
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kosakata syahadah yang berasal dari kata musyahadah, yang artinya 
melihat dengan mata kepalanya sendiri.11 
Dalam  kaitannya dengan  perkara permohonan Isbat Nikah, 
kendala yang sering dihadapi adalah terkait dengan ketiadaan saksi yang 
mengetahui secara langsung perbuatan hukum perkawinan tersebut yang 
telah terjadi di waktu lampau, karena para saksi telah meninggal dunia. 
Dalam hal ini kemudian yang tersisa biasanya hanyalah saksi-saksi yang 
tidak mengetahui secara langsung perbuatan hukum perkawinan yang telah 
dilangsungkan tersebut, dan informasi yang didapat hanya berdasar berita 
yang tersebar secara luas di kalangan masyarakat. 
Saksi dalam hubungannya  dengan perkara perkawinan khususnya  
Isbat Nikah, terbagi dalam beberapa tingkatan. Bila distratifikasikan akan 
terlihat sebagai berikut:12 
1. Saksi yang merupakan wali nikah 
2. Saksi yang menandatngani akta nikah 
3. Saksi yang menyaksiakan akad nikah 
4. Saksi yang menghadiri akad nikah 
5. Saksi yang menghadiri upacara pernikahan 
6. Saksi yang dari awal perkawinan mengetahui kehidupan rumah tangga 
para pemohon 
                                                             
      11 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 4, (terj.), oleh Noor Hasanuddin, dkk., Cet. I, Jakarta: Pena 
Pundi Aksara, 2006, hlm. 361 
     12 Abdil Baril, Praktik Pembuktian dalam Perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan, 
hlm 6 
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7. Saksi yang dalam rentang waktu tertentu mengetahui kehidupan rrumah 
tangga pemohon 
Saksi yang berkualifikasi utama dalam pembuktian di persidangan 
adalah saksi yang menandatangani akta nikah. Saksi tersebut secara 
khusus dan sengaja dihadirkan untuk menjadi saksi nikah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 26 PMA Nomor 11 Tahun 2007 
tentang Pencatatan Nikah.13 
Sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 ayat (1) PMA Nomor11 
Tahun 2007, saksi yang menandatangani akta nikah hanya berjumlah 2 
(dua) orang. Namun bisa dipastikan bahwa untuk prosesi akad nikah, 
biasanya disaksikan banyak orang. Mereka tidak hanya mengantar calon 
mempelai namun juga turut menyaksikan, melihat dan mendenhgar sendiri 
secara langsung prosesi sebelum, saat dan setelah akad nikah 
dilangsungkan. Meskipun tidak turut dipilih secara khusus untuk 
menandatangai akta nikah.14 
Termasuk kategori saksi yang utama ialah yang bertindak sebagai 
wali dalam perkawinan tersebut dan Pegawai Pencatat Nikah. Wali nikah, 
mulai dari ayah kandung hingga wali hakim dapat menjadi saksi untuk 
menguatkan dalil permohonan isbat nikah. Apalagi, wali nikah merupakan 
                                                             
      13 Abdil Baril, Praktik Pembuktian dalam Perkara Permohonan Pengesahan 
Perkawinan, hlm 6 
     14 Ibid 
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salah satu rukun nikah yang terlibat dan memiliki posisi yang menentukan 
sah tidaknya suatu perkawinan.15 
Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam fungsi utamanya adlah untuk 
melaksanakan tugas pencatatan perkawinan. Supaya berkekuatan hukum, 
perkawinan harus dilaksanakan di depan PPN atau pembantunya, 
Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Ketika ada satu dan lain hal 
sehingga perkawinan tidak tercatat, maka PPN atau P3N tersebut bisa 
dihadirkan untuk menjadi saksi dalam rangka membuktikan adanya akad 
nikah. 
Adapula saksi yang tidak menyaksikan, melihat dan mendengar 
sendiri secara langsung prosesi akad nikah, namun terlibat secara langsung 
dalam acara perkawinan. Perkaiwnan adalah peristiwa pribadi namun tidak 
bisa disembunyikan karena akan melibatkan banyak orang dan banyak 
pihak. Mereka akan mengetahui dengan persisi siapa yang akan menjadi 
calon mempelai, walaupun tidak turut menyaksiakan akadnya. 
Kualifikasi yang keempat adalah saksi yang menghadiri rresepsi 
perkawinan. Termasuk dalam pengertian resepsi ialah upacra adat, 
peresmian ataupun syukuran (walimah). Mereka biasanya mendapat 
undangan resmi dari mempelai untuk datang ke pesta pernikahan mereka. 
Walaupun tidak turut menyaksikan dan menghadiri prosesi akad, namun 
jauh-jauh hari sebelumnya sudah mengetahui akan adanya perkawinan. 
Bahkan mereka sengaja datang, melihat duduknya pengantin di pelaminan 
                                                             
      15 Ibid 
84 
 
dan mengalami sendiri tentang adanya suatu acara walimah sebagai 
perwujudan perintah agama untuk menyebarluaskan kabar tentang adanya 
perkawinan. 
Termasuk saksi kaulifikasi kelima adalah orang yang dari awal 
perkawinan mengetahui kehidupan rumah tangga para pemohon. Dalam 
kehidupan nyata di masyarakat, amyoritas prosesi akad nikah tidak 
melibatkan seluruh warga sekitar. Atau satu alasan, mereka tidak 
mengetahui secara persis keluarga siapa yang akan menikahkan dan siapa 
yang akan dinikahkan. 
Kualifikasi terakhir berkenaan dengan saksi yang dalam rentang 
waktu tertentu menegtahu kehidupan rumah tangga para pemohon. Saksi 
tidak mengetahui perkawinan para pihak berperkara, namun saksi 
menyaksikan dengan melihat dan mendengar sendiri tentang kehidupan 
rumah tangga mereka seian lama. Saksi melihat bahwa para pihak 
berperkara hidup bersama dalam seuah rumah, memiliki keturunan, 
bergaul dalam berbagai aktivitas masyarakat. Satu pihak disbut oleh 
masyarakat sebagai suami dan satu pihak yang lain disebut isteri. Dalam 
rentang waktu sekian lamanya, saksi melihat mendengar dan mengalami 
tidak ada seorang pun yang menggugat keabsahan perkawinan para pihak. 
Dalam khazanah Islam  hal tersebut kenal dengan istilah al-
istifadhah, yakni sesuatu yang mashur yang diperbincangkan banyak 
orang.16 Syahadah istifadhah ialah suatu kesaksisan yang berdasarkan 
                                                             
      16 Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, at-Thuruqu Hukmiyati fie Siyasati al-Syariyyati, terj 
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pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah demikian luas 
tersiar.17 
Suatu kesaksian dari orang yang tidak mengetahui sendiri, 
mengalami sendiri atau mendengar sendiri proses akaad nikah, tetapi 
orang itu dan orang-orang lain yang banyak jumlahnya hanya tau bahwa 
para pihak sudah lama hidup serumah dan beranak pinak, dan semua 
masyarakat seitar menyakini para pihak sebagai pasangan suami isteri. 
Syahadah Istifadhah memiliki nilai untuk disusun menjadi satu sumber 
persangkaan, dimana persangkaan itu dapat disimpulkan terbuktinya 
sesuatu.18 
Terjadinya perkawinan sangat sulit untuk dibohongi. Walaupun ia 
merupakan privat affair, urusan pribadi, namun dalam pelaksanaannya 
mau tudak mau harus melibatkan banyak pihak, tidak hanya sepasang 
manusia berlainan jenis. Minimal ada orang tua dan saksi. demikian juga 
halnya dengan lahirnya peristiwa lanjutan dari sebuah perkawinan seperti 
lahirnya seorang anak, aqiqah, dan khitannya.19 
Saksi Istifadhah dalam Hukum Acara Islam, menurut Imam Syafi’i 
dalam kitab Al-Thuruq al-Hukmiyyah dijelaskan bahwa beliau 
memperbolehkan sorang hakim mempergunakan saksi istifadhah dalam 
hal-hal yang berhubungan dengan nasab, kelahiran, kematian, 
memerdekakan budak, perwalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, 
                                                             
      17 Abdul Karim Zaidan, Nizamul al-Qadha fie al-Syariyati al-Islamiyyati (1984), hlm. 
174 
      18 Abdil Baril, Praktik Pembuktian dalam Perkara Permohonan Pengesahan 
Perkawinan, hlm. 9 
      19 ibid 
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mengundurkan dirinya seseorang menjadi hakim, wakaf, nikah beserta 
seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacatr pribadi seseorang, wasiat, 
kecerdasan dan kebodohan seseorang, dan masalah-masalah lain yang 
berhubungan dengan hak milik seseroang.20 
Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa saksi Istifadhah itu dapat 
dipergunakan hanya dalam lima hal, yaitu pernikahan, persetubuhan, 
nasab, kematian, dan diangkatnya seseorang menjadi hakim dalam satu 
wilayah.21 
Imam Ahmad bin Hambal mengemukakan bahwa saksi Istifadhah 
itu hanya dapat dipergunakan dalam hal yang berhubungan dengan 
pernikahan, nasab, kematian, memerdekakan budak, perwalian, dan 
tentang hak milik yang dipersengketakan.22 
Imam Malik berpendapat bahwasannya dalam kasus keperdataan 
seseorang (an-nasab wa wiladah) diperbolehkan menggunakan syahadah 
istifadhah, tetapi tidak diperbolehkan penggunaannya di bidang lain.23 
Terkait perbedaan kebolehan penggunaan saksi istifadhah oleh 
dalam beberpa hal tersebut di atas didasarkan pada perbedaan tahun lahir 
dan kehidupan bermasyarakat, cara pandang, serta permasalahan yang 
dihadapi empat imam madzhab pada zamannya. 
                                                             
      20 Al-Jauziyah, Al-Thuruq al-Khukmiyyah, hlm. 344 
 
      21 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara, hlm. 375 
 
      22 Ibid, hlm 376 
 
      23 Sayyid Sabiq, Fiqh As-sunnah, jilid 3.  
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Ibnu Qoyyim al-Jauziyah menambahkan dengan tegas serta  
menyatakan bahwa hakim boleh memutus perkara berasarkan syahadah al-
istifadhah, karena kesaksian tersebut merupakan bukti yang sangat kuat. 
Kesaksian ini pula sebagai salah satu cara untuk mendapatkan informasi 
atau fakta yang akurat, sehingga dengan fakta tersebut dapat menepis 
kemungkinan adanya tuduhan kecurangan atau kebohongan, baik dari sisi 
saksi maupun hakim.24 
2. Analisis Kedudukan Saksi dalam Perkara Isbat Nikah 
Nomor079/Pdt.G/2019/PA. Sr  Perspektif Kompilasi Hukum Islam  
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana 
yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang 
ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut 
alasan dari pengetahuannya itu.25  
Dalam Kamus Hukum, saksi diartikan sebagai seseorang yang 
mengalami, melihat sendiri, mendengar, merasakan suatu kejadian dalam 
perkara perdata maupun perkara pidana.26  
Pada asasnya pembuktian dengan saksi diperbolehkan untuk segala 
macam perkara, kecuali jika undang-undang menentukan lain. Seperti 
dalam pembuktian tentang adanya suatu perkawinan, dimana dalam Pasal 
7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ditentukan, bahwa perkawinan hanya 
                                                             
     24 Ibnu qoyyim al-jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, Terj., Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, Cet I, 2006, hlm.345 
 
      25 KUHAP, Pasal 1 Pasal 27 
 
      26Andi Hamzah, Kamus Hukum, Op.Cit., hlm. 517 
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dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat 
Nikah. Hanya dalam ayat (2)-nya diatur, bahwa dalam hal perkawinan 
tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya 
ke Pengadilan Agama. Dalam pemeriksaan Isbat Nikah itulah baru 
diperkenankan menggunakan alat bukti saksi.27 
Dalam Pasal 1907 KUH Perdata diatur bahwa yang menjadi saksi 
itu harus memberikan keterangan dari hal-hal yang ia lihat sendiri, ia 
dengar sendiri  dan ia alami sendiri. Apa yang ia tahu dari keterangan 
orang lain atau berdasarkan pengetahuan umum yang ada di masyarakat 
tidaklah diperkenankan.28 Terkait dengan hal yang diterangkan saksi, ada 
dua hal yang menjadi perhatian yakni substansi keterangan tersebut dan 
sumber pengetahuan saksi. pada intinya isi keterangan saksi adalah fakta 
yang berhubungan atau relevan dengan pembuktian suatu peristiwa hukum 
yang sedang disidangkan.29 
Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 25 disebutkan bahwa, “Yang 
dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki 
muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu 
atau tuli”. Kemudian pada Pasal 26 disebutkan bahwa, “Saksi harus hadir 
dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta 
nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan”. 
                                                             
      27 Sarmin Syukur, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, Jaudar Press, 2017,  
h.448 
 
      28 MR. R. Tresna, Komentar HIR, hlm.151 
 
      29 Edy Hiarij, Teori dan Hukum Pembuktian (Jakarta; Penerbit Erlangga, 2012), hlm. 59 
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Selain ketentuan tersebut di atas, seseorang yang diajukan orang 
lain di pengadilan sebagai saksi, harus memenuhi persyaratan sebagai 
saksi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, baik persyaratan 
formil maupun materiil yang keduanya bersifat kumulatif, bukan 
alternatif.30 
a. Syarat Formil Saksi 
1) Bukan orang yang dilarang undang-undang untuk menjadi saksi. 
2) Memberikan keterangan di depan persidangan. 
3) Bersumpah sebelum memberi keterangan. 
4) Diperiksa seorang demi seorang. 
b. Syarat Materiil Saksi  
1) Apa yang diterangkan harus bersumber pada pengelihatan, 
pengalaman, dan pendengarannya sendiri. 
2) Tiap-tiap keterangan harus disertai dengan alasan bagaimana 
diketahuinya hal-hal yang diterangkan. 
3) Isi keterangan saksi harus sama dan saling bersesuaian. 
Jika melihat kembali pada konsep yang sudah dipaparkan pada 
bab sebelumnya, bahwa keterangan saksi berdasar keterangan dari 
berita yang tersebar dan tersiar di masyarakat atau dikenal dengan 
kesaksian istifadhah, menurut hemat penulis kesaksian seorang saksi 
yang seperti ini memiliki kemiripan dengan testimonium de auditu. 
                                                             
      30 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 
190-191 
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Akan tetapi dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata jelas 
bahwa kesaksian testimonium de auditu tidak dapat diterima sebagai 
alat bukti saksi secara langsung,hanya saja dapat dimungkinkan sebagai 
alat bukti persangkaan. Sedangkan di dalam Islam para ulama 
memboehkan menggunakan saksi istifadhah pada perkara-perkara 
tertentu, misalnya dalam perkara perkaiwnan, hak-hak pribadi, wakaf 
dan kematian. Alasannya adalah karena dalam bidang persoalan 
tersebut terhalang menddapatkan informasi faktual atau karena sebab 
lain secara langsung.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penulisan yang telah diuraikan tersebut diatas, 
maka selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai bentuk  
jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini. Adapun kesimpulan yang 
dapat diambil dari apa yang telah kami jabarkan diatas adalah sebagai 
berikut:  
1. Bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara 
Isbat Nikah dengan menggunakan saksi yang tidak menghadiri akad 
nikah ini dapat dibenarkan sepanjang pelaksanaan nikah tersebut 
memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah dalam Islam. Hal ini sejalan 
dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah 
apabila dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan 
masing-masing. Adapun pengajuan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama 
sesuai dengan maksud pada Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam 
yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan 
dengan akta nikah, maka dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan 
Agama. Oleh karena itu putusan Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Sr sudah 
sejalan dengan dua ketentuan tersebut. 
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Berdasarkan hasil data yang diperoleh, para ulama madzhab 
berbeda pendapat tentang kebolehan menggunakan saksi istifadhah dalam 
Isbat Nikah. Imam Syafi’i memperbolehkan menggunakan saksi istifadhah 
dalam 12 hal. Imam Abu Hanifah memperbolehkan menggunakan saksi 
istifadhah dalam lima hal. Imam Ahmad bin Hambal memperbolehkan 
menggunakan saksi istifadhah dalam 6 hal.  Imam Malik memperbolehkan 
penggunaan saksi istifadhah hanya dalam kasus keperdataan seseorang  
yang kesemuanya diperbolehkan dalam perkara perkawinan dan segala hal 
yang timbul setelahnya. 
Kesaksian saksi istifadhah memiliki kemiripan dengan 
testimonium de auditu. Akan tetapi dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 
KUH Perdata jelas bahwa kesaksian testimonium de auditu tidak dapat 
diterima secara langsung sebagai alat bukti saksi , hanya saja dapat 
dimungkinkan sebagai alat bukti persangkaan.  Sedangkan dalam hukum 
acara Islam para ulama membolehkan menggunakan saksi istifadhah pada 
perkara-perkara tertentu, misalnya dalam  perkara perkaiwnan, hak-hak 
pribadi, wakaf dan kematian. Alasannya adalah karena dalam bidang 
persoalan tersebut terhalang menddapatkan informasi faktual atau karena 
sebab lain secara langsung. 
B. Saran  
1. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah harus 
memperhatikan asas-asasdalam hukum perdata maupun hukum acara 
perdata. Hakim juga seharusnya lebih teliti dalam mempertimbangkan 
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dan meneliti lebih dalam sebelum memutuskan permasalahan yang 
diajukan kepadanya, dengan melihat syarat-syarat yang ditetapkan oleh 
Hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku. Selain itu Hakim 
yang dianggap sebagai praktisi hukum dan yang mengetahui hukum, 
seharusnya dapat menyelaraskan masalah  isbat nikah  yang diajukan 
dengan menggunakan saksi istifadhah  dengan berpedoman pada KHI, 
konsep syahadah istifadhah menurut fuqoha dan kemudian 
berpedoman pada pegangan Hakim yang sudah ada.  
2. Hendaknya Kementrian Agama bekerjasama dengan  Pengadilan 
Agama dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat 
akan pentingnya pencatatan perkawinan. Selain itu seharusnya Kantor 
Urusan Agama sebagai tempat seseorang mencatatkab perkawinan 
selalu  mengontrol file dan berkas-berkas pencatatan perkawinan yang 
ada di sana, suapaya tidak terjadi keteledoran yang menyebabkan 
hilang atau rusaknya bukti otentik  perkawinan yang sudah dilakukan 
oleh seseorang. 
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http://pasragen.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5&I
temid=225, di akses pada tanggal 13 Agustus 2019. 
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Pengadilan Agama Kabupaten Sragen, http://pa-
sragen.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=2
25, diakses pada tanggal 8 Oktober 2019. 
Syahadah Istifadhah dan Testimonium de Auditu, 
https://pabatulicin.go.id/lama/derajat-syahadah-al-istifadhah-dantestimonium-
de-auditu-oleh-drs-abdul-malik/ diakses pada tanggal 12 Agustus 2019. 
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia/Penetapan Nomor 
89/Pdt.P/2016/PA.Sdk/putusan.mahkamahagung.go.id/diakses pada 14 Maret 
2019 Pukul 21.22 WIB. 
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LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DAFTAR PERTANYAAN HAKIM  
 
1. Sebelum menanyakan pokok permasalahan, saya ingin memastikan 
terlebih dahulu, apakah benar perkara Nomor79/Pdt.G/2019/PA/Sr 
merupakan perkara permohonan Isbat Nikah? 
2. Lalu bagaimana dengan definisi Isbat Nikah itu sendiri menurut bapak 
sebagai seorang praktisi hukum? 
3. Sepanjang yang saya ketahui peraturan Isbat Nikah itu diatur di dalam UU 
No 7 Tahun 1989 ttg Peradilan Agama Pasal 49 dan perubahannya pada  
Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009 dan secara 
khusus di atur juga didalam KHI Pasal 7, apakah ada peraturan yang lain 
yang mengatur tentangnya? 
4. Bagaimana prosedur pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sragen? 
5. Kalau di PA Sragen  perkara Isbat Nikah itu  masuk dalam kategori 
vulunter atau contensius? Ataukah mungkin bisa berubah suatu saat dalam 
kondisi tertetu volunter dan kondisi yg lain contensiuas? 
6. Sepanjang yang saya ketahui, pembuktian dg saksi itu, saksi harus melihat, 
mendengar dan mengalami  sendiri terhadap peristiwa yg terjadi. Dan 
ketika saya membaca putusan ini saya tidak menemukan penjelasan 
pengetahanuan saksi tersebut. Sebaliknya, sepengetahuan saya saksi ini 
hanya mengetahui peristiwa walimahnya saja, pendek kata saksi tidak 
mngetahui peristiwa akad nikahnya pemohon. Menurut bapak, kesaksian 
dalam perkara isbat nikah ini apakah memang tidak ditemukan saksi yang 
melihat mnegalami mendengar peristiswa secara langsung? 
7. Dalam putusan No.79/Pdt.G/2019/PA.Sr ini, kalau saya tidak salah baca, 
di sini para Pemohon selain mengajukan alat bukti tulis juga mengajukan 
alat bukti saksi. Akan tetapi saksi yang diajukan di persidangan ini 
bukanlah saksi yang tahu persis kejadian atau peristiwa akad nikahnya 
pemohon, lalu kemudian oleh hakim  dinilai sebagai saksi istifadhah. 
Menurut bapak secra apribadi, saksi istifadhah itu saksi yang bagaimana? 
8. Adakah peraturan hukum yang kemudian mengatur saksi istifadhah ini 
secara jelas? 
9. Kekuatan saksi istifadhah sbg AB Saksi itu sperti apa? 
10. Pertimbangan hukum apa saja yang digunakan hakim dalam memutus 
perkara No.79/Pdgt.G/2019/PA.Sr ini? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASIL WAWANCARA 
 
Nama   : Drs. H. Chumaidi 
Hari/Tanggal : Kamis, 12 Desember 2019 
Waktu  : 13.00-16.20 WIB 
Tempat : Kantor Pengadilan Agama Sragen  
 
1. Sebelum menanyakan pokok permasalahan, saya ingin memastikan 
terlebih dahulu, apakah benar perkara Nomor79/Pdt.G/2019/PA/Sr 
merupakan perkara permohonan Isbat Nikah? 
Jawab : Ya benar itu merupakan perkara permohonan Isbat Nikah. 
2. Lalu bagaimana dengan definisi Isbat Nikah itu sendiri menurut bapak 
sebagai seorang praktisi hukum? 
Jawab : Isbat nikah itu kan pengesahan perkawinan dimana tujuannya 
untuk kemashlahatan, kepentingan keluarga, ketertiban administrative 
perkawinan, juga untuk kepentingan yang lain bagi pihak yang 
bersangkutan.  
3. Sepanjang yang saya ketahui peraturan Isbat Nikah itu diatur di dalam UU 
7/’89 ttg PA Pasal 49 dan perubahannya pada 49 UU 3/2006 dan UU 
50/2009 dan secara khusus di atur juga didalam KHI Pasal 7, apakah ada 
peraturan yang lain yang mengatur tentangnya? 
Jawab :  Sejauh ini memang hanya itu peraturan yang dipakai para hakim 
dalam menangani perkara isbat nikah. 
4. Prosedur pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan bagaimana? 
Jawab : Sebagaimana peraturan yang telah diatur, dimana disana ada dua 
pola yang disebut dengan contensius dan volunter. Jika permohonan isbat 
nikah yang mengajukan suami/isteri itu masuk ke dalam perkara 
volunteer. Akan tetapi jika isbat nikah yang mengajukan suami/ister atau 
anak-anak mereka, atau pejabar yang berkepentingan yang didalamnya 
memungkinkan adanya sengekata, maka hal ini termasuk ke dalam 
perkara coontensius.  
5. Kalau di PA Sragen  perkara Isbat Nikah itu  masuk dalam kategori 
vulunter/contensius? Ataukah mungkin bisa berubah suatu saat dalam 
kondisi tertetu volunter dan kondisi yg lain contensiuas? 
Jawab : Tidak bisa tiba-tiba berubah, karena dari awal perkara isbat nikah 
masuk, harus langsung dikualifikasikan ke dalam perkara volunteer atau 
contensius.  
6. Sepanjang yang saya ketahui, pembuktian dg saksi itu, saksi harus 
mngetahui sendiri melihat dan mgealami sendiri thdp peristiwa yg terjadi. 
Dan ketika saya membaca putusan ini saya tidak menemukan penjelasan 
pengetahanuan saksi tersebut. sebaliknya, sepengetahuan saya saksi ini 
hanya mengetahui peristiwa walimahnya saja, pendek kata saksi tidak 
mngetahui peristiwa akasnya pemohon. Menurut bapak, kesaksian dalam 
perkara isbat nikah ini apakah memang tidak ditemukan saksi yang 
melihat mnegalami mendengar peristiwa secara langsung? 
Jawab : Tidak demikian, jadi selain saksi yang diajukan, hakim juga 
memiliki keyakinan yang minimal mendekati peristiwa pernikahan 
tersebut. Berhubung pernikahan ini terjadi pada tahun 1952, yang saat ini 
mungkin saksi nikahyang asli telah meninggal dunia, maka kemudian 
para pemohon bisa mengajukan saksi, yang minilal mereka tahu akan 
terlaksananya ijab qabul. Idealnya, seroang saksi yang diajukan ke 
pengadilan memang saksi yang tahu asal-usul perkawinan, akan tetapi 
dalam keadaan demikian, pengajuan saksi yang tidak mengetahui, 
mendengar dan mengalami sendiri, atau keterangan saksi yang 
berdasarkan berita yang tersiar luas itu diperbolehkan. Terlebih, alas an 
pengajuan isbat nikah ini adalh untuk mengurus pensiunan janda, maka 
dengan pertimbangan kemashlahatan hakim mengabulkan permohonan 
ini.  
7. Dalam putusan No.79/Pdt.G/2019/PA.Sr ini, kalau saya tidak salah baca, 
di sini para Pemohon selain mengajukan alat bukti tulis juga mengajukan 
alat bukti saksi. Akan tetapi saksi yang diajukan di persidangan ini 
bukanlah saksi yang tahu persis kejadian/peristiwa akad nikahnya 
pemohon, lalu kemudian oleh hakim  dinilai sebagai saksi istifadhah. 
Menurut bapak secra apribadi, saksi istifadhah itu saksi yang bagaimana? 
Jawab : Istifadhah itu tersiar luas, berita yang tersiar luas di masyarakat. 
Dalam praktiknya saksi istifadhah ini memiliki kemiripan dengan 
testimonium de auditu. Akan tetapi jelas, bahwa testimonium de auditu 
tidak diterima kesaksiannya dalam persidangan. Akan tetapi kesaksian 
istifadhah dapat diterima dalam beberpa hal dalam perkara hukum islam. 
Sebab itulah hakim dalam memeriksa perkara dengan saksi harus 
memiliki keyakinan pribadi yang akan dijadikan alas untuk memutus 
perkara yang sedang dihadapinya.  
8. Kekuatan saksi istifadhah sbg AB Saksi itu sperti apa? 
Jawab : Kalau secara umum, kesaksian itu kan harus melihat, mendengar 
dan mengalami sendiri, kalau tidak mngealami ketiga hal itu, berarti kan 
saksi yang digunkana adala testimonium de auditu. Dalam memeriksa 
perkara dengan saksi istifadhah hakim harus lebih hati-hati dalam 
menghubungkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di dalam 
persidangan. Jika dikemudian hari hakim yang memeriksa perkara yakin 
dengan saksi istifadhah yang dipakai, maka saksi itu kemduian akan 
dimintai yamin (sumpah) sebelum mereka menerangkan pengetahuannya. 
Hal ini berarti, saksi yang dipakai kemudian dapat menjadi alat bukti yang 
dikenal dengan unnus testis nullus testis. 
9. Pertimbangan hukum apa saja yang digunakan hakim dalam memutus 
perkara No.79/Pdgt.G/2019/PA.Sr ini? 
Jawab : Kalau pertimbangannya banyak, nanti bisa dilihat sendiri dalam 
salinan putusnnya. 
 
 
 
 
 
 
Nama   : Drs. H. Achmad Baidlowi  
Hari/Tanggal : Kamis, 12 Desember 2019 
Waktu  : 13.00-16.20 WIB 
Tempat : Kantor Pengadilan Agama Sragen  
 
1. Sebelum menanyakan pokok permasalahan, saya ingin memastikan 
terlebih dahulu, apakah benar perkara Nomor79/Pdt.G/2019/PA/Sr 
merupakan perkara permohonan Isbat Nikah? 
Jawab : Ya benar. 
2. Lalu bagaimana dengan definisi Isbat Nikah itu sendiri menurut bapak 
sebagai seorang praktisi hukum? 
Jawab : Isbat Nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan 
ke Pengadilan karena akad nikah dan akta nikahnya hilang atau rusak 
untuk disah-kan supaya memiliki kekuatan hukum. 
3. Sepanjang yang saya ketahui peraturan Isbat Nikah itu diatur di dalam UU 
7/’89 ttg PA Pasal 49 dan perubahannya pada 49 UU 3/2006 dan UU 
50/2009 dan secara khusus di atur juga didalam KHI Pasal 7, apakah ada 
peraturan yang lain yang mengatur tentangnya? 
Jawab : selaian yang saudara sebutkan di atas, adalagi peraturan yang 
mengatur isbat, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PMA 
Nomor 3 Tahun 1975 yang diterangkan dalam Pasal 39 ayat 4. 
4. Prosedur pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan bagaimana? 
Jawab : prosedur pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Sragen sama 
dengan pengajuan perkara-perkara lain yang menjadi kewenangannya 
Pengadilan Agama. Para pihak atau kuasanya datang langsung ke 
pengadilan dengan membawa lembar gugatan atau permohonan kemudian 
membayar panjar biaya perkara di bank yang telah ditunjuk. Kemudian 
didaftar oleh petugas selanjutnya supaya menunggu panggilan petugas, 
barulah mengikuti proses persidangan. 
5. Kalau di PA Sragen  perkara Isbat Nikah itu  masuk dalam kategori 
vulunter atau contensius? Ataukah mungkin bisa berubah suatu saat dalam 
kondisi tertetu volunter dan kondisi yg lain contensiuas? 
Jawab: penyelesaian perkaraisbat nikah di Pengadilan Agama Sragen ada 
dua kemungkinan. Yang pertama contensius dan yang kedua voluntair. 
Keduanya sebenarnya tidak ada perbedaan, prosedur pengajuannya pun 
sama, yang membedakan hanyalah dalam proses persidangan. Dimana 
dalam perkara isbat nikah contensius diajukan oleh isteri karena suaminya 
telah meninggal dunia dan menjadikan anak-anaknya sebgai Termohon. 
Sementara dalam isbat nikah voluntair biasanya kedua pasanagan masih 
hidup dan bersma-sama mengajukan permohonan dimana satu pihak 
menjadi Pemohon dan sisanya menjadi Termohon. 
6. Sepanjang yang saya ketahui, pembuktian dg saksi itu, saksi harus melihat, 
mendengar dan mengalami  sendiri terhadap peristiwa yg terjadi. Dan 
ketika saya membaca putusan ini saya tidak menemukan penjelasan 
pengetahanuan saksi tersebut. Sebaliknya, sepengetahuan saya saksi ini 
hanya mengetahui peristiwa walimahnya saja, pendek kata saksi tidak 
mngetahui peristiwa akad nikahnya pemohon. Menurut bapak, kesaksian 
dalam perkara isbat nikah ini apakah memang tidak ditemukan saksi yang 
melihat mnegalami mendengar peristiswa secara langsung? 
Jawab : ya, memang dalam pemeriksaan perkara ini pemohon tidak bisa 
mengajukan saksi-saksi yang mengetahui atau melihat sendiri peristiwa 
akad nikah pemohon dengan suaminya, dan pemohon hanya mampu 
menghadirkan saksi-saksi yang di dalam keterangnnya mereka tidak 
menyaksikan akad nikah secara langsung. 
7. Dalam putusan No.79/Pdt.G/2019/PA.Sr ini, kalau saya tidak salah baca, 
di sini para Pemohon selain mengajukan alat bukti tulis juga mengajukan 
alat bukti saksi. Akan tetapi saksi yang diajukan di persidangan ini 
bukanlah saksi yang tahu persis kejadian atau peristiwa akad nikahnya 
pemohon, lalu kemudian oleh hakim  dinilai sebagai saksi istifadhah. 
Menurut bapak secra apribadi, saksi istifadhah itu saksi yang bagaimana? 
Jawab: Pada proses pemeriksaan perkara Nomor 79 ini digunakan saksi 
istifadhah sebagai salah satu alat bukti. Saksi Istifadhah merupakan saksi 
yang kesaksianya tidak bersumber pada pengelihatan, pendengaran dan 
pengalamannya sendiri. Atau dalam bahasa lain, saksi ini di dasarkan atas 
khabar istifadhah atau berita yang dikenal masyarakat luas serta terhindar 
dari kebohongan karena banyaknya masyarakat yang mengetahui berita 
tersebut. 
8. Adakah peraturan hukum yang kemudian mengatur saksi istifadhah ini 
secara jelas? 
Jawab : Penggunaan saksi Istifadhah dalam pembuktian merupakan bentuk 
penerapan hukum islam, karena konsep saksi istifadhah tidak ditemukan 
dalam hukum acara perdata. Oleh karenanya dasar hukum yang dipakai 
kalangan hakim di pengadilan agama adalah kitab tinggalan para ulama 
dalam berbagai madzhab. 
9. Kekuatan saksi istifadhah sbg AB Saksi itu sperti apa? 
Jawab : dilihat dari aspek keabsahan, saksi istifadhah sah digunakan 
sebagai alat bukti dalam perkara-perkara perkawinan, telah berhubungan 
suami isteri, menyusui, kelahiran, kematian serta wakaf.  
10. Pertimbangan hukum apa saja yang digunakan hakim dalam memutus 
perkara No.79/Pdgt.G/2019/PA.Sr ini? 
Jawab: ada banyak sekali pertimbangan sebenarnya, diantaranya adalah 
dalam emutus perkara ini hakim harus melihat fakta hukum apakah dalam 
pelaksanaan akad nikah pemohon dengan suaminya di masa lalu telah 
memnuhi rukun dan syarat perkawinan atau tidak.   
 
 
 
 
 
 
 
 Nama   : Drs. H. Mochammad Chabib 
Hari/Tanggal : Kamis, 12 Desember 2019 
Waktu  : 13.00-16.20 WIB 
Tempat : Kantor Pengadilan Agama Sragen  
 
1. Sebelum menanyakan pokok permasalahan, saya ingin memastikan 
terlebih dahulu, apakah benar perkara Nomor79/Pdt.G/2019/PA/Sr 
merupakan perkara permohonan Isbat Nikah? 
Jawab : Iya betul. 
2. Lalu bagaimana dengan definisi Isbat Nikah itu sendiri menurut bapak 
sebagai seorang praktisi hukum? 
Jawab : Isbat nikah adalah penetapan pengesahan perkaiwnan yang 
tekah dilaksanakan terleih dahulu selama perkawinan itu telah 
memenuhi syarat dan rukunnya. Kalau syarat dan rukun telah 
terpenuhi, isbat tinggal menetapkan saja. 
3. Sepanjang yang saya ketahui peraturan Isbat Nikah itu diatur di dalam 
UU 7/’89 ttg PA Pasal 49 dan perubahannya pada 49 UU 3/2006 dan 
UU 50/2009 dan secara khusus di atur juga didalam KHI Pasal 7, 
apakah ada peraturan yang lain yang mengatur tentangnya? 
Jawab : Ya hanya itu, selain itu tidak ada. 
4. Prosedur pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan bagaimana? 
Jawab : Ya seperti biasa, diajukan sesuai maksud. Bisa berbentuk 
contensius dan nanti hasilnya berupa penetapan. Bias berbentuk 
volunter, nanti hasilnya putusan.  
5. Sepanjang yang saya ketahui, pembuktian dg saksi itu, saksi harus 
mngetahui sendiri melihat dan mgealami sendiri thdp peristiwa yg 
terjadi. Dan ketika saya membaca putusan ini saya tidak menemukan 
penjelasan pengetahanuan saksi tersebut. sebaliknya, sepengetahuan 
saya saksi ini hanya mengetahui peristiwa walimahnya saja, pendek 
kata saksi tidak mngetahui peristiwa akasnya pemohon. Menurt bapak, 
kesaksian dalam perkara isbat nikah ini apakah memang tidak 
ditemukan saksi yang melihat mnegalami mendengar oeristiqwa secara 
langsung? 
Jawab : Saksi yang tidak mengalami secara langsung tapi minimal tahu 
bahwa ada suami isteri yang hidup satu rumah dengan anak mereka, 
dan masyarakattahu bahwa itu adalah sebuah keluarga.  
6. Kekuatan saksi istifadhah sbg AB Saksi itu sperti apa? 
Jawab :  Tergantung pada keyakinan hakim. Hal ini berbeda dengan 
saksi benar-bena rmengetahui semuanya.  
7.  Pertimbangan hukum apa saja yang digunakan hakim dalam memutus 
perkara No.79/Pdgt.G/2019/PA.Sr ini? 
Jawab : Ya keyakinan, seseorang yang telah mengaku menikahdengan 
orang lain dan tidak dibantah oleh massyarakat,  ya sudah itu 
dibenarkan oleh hukum.  
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PUTUSAN 
Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Sr 
 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
 
Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata 
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan 
Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara Istbat Nikah yang 
dimohonkan oleh : 
JY, umur 76 tahun, agama Islam,  pekerjaan Petani, tempat kediaman di 
KedungBulus RT.12 RW. 04 Desa Kandangsapi Kecamatan Jenar 
Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"; 
M e l a w a n 
SH, umur  53 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan swasta, tempat 
kediaman di KedungBulus RT.12 RW. 04 Desa Kandangsapi 
Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai 
"Termohon"; 
Pengadilan Agama tersebut; 
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti di 
persidangan; 
DUDUK PERKARANYA 
Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 
Januari 2019, yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Penggadilan Agama Sragen 
dalam buku Register Perkara Permohonan dibawah nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Sr 
tertanggal 10 Januari 2019, yang pada Pokoknya Pemohon  mengajukan hal-hal 
sebagai: 
1. Pada tanggal 27-7-1962 Pemohon dengan suami Pemohon bernama 
GNmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai 
Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen. 
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon: 
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a) Yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah HDdan telah dilaksanakan ijab 
dan qobul antara wali nikah dengan suami Pemohon. 
b) yang menjadi saksi nikahnya adalah: 
 CP 
 SS 
c) Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.1,-(Satu Rupiah) dibayar tunai oleh 
suami Pemohon. 
3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan 
tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, 
sehingga telah memenuhi syarat perkawinan baik menurut ketentuan hukum 
islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan suami pemohon bertempat 
tinggal rumah sendiri dan telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri 
dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Sri Hartini, umur 53 tahun. 
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggangu 
gugat pernikahan pemohon tersebut dan selama itu pula pemohon tetap 
beragama islam dan tidak terjadi perceraian. 
6. Bahwa pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah. Dan setelah 
pemohon mengurusnya, ternyata register pernikahan pemohon tersebut pada 
kantor urusan agama kecamatan Jenar, kabupaten Sragen tidak ditemukan, oleh 
karena itu pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari 
pengadilan agama sragen, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus 
buku nikah pemohon guna melengkapi persyaratan pengurusan pensiun janda. 
7. Bahwa suami Pemohon adalah seorang pensiunan dan telah meninggal pada 
tanggal 19 November 2018. 
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara 
ini. 
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan 
Agama Sragen segera memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan 
penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 
PRIMAIR: 
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon. 
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2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon bernama JY dengan suami 
pemohon bernama GNyang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah 
kantor urusan agama kecamatan Jenar kabupaten Sragen pada tanggal 27 Juli 
1962. 
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke 
kantor urusan agama kecamatan Jenar, kabupaten Sragen. 
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. 
SUBSIDAIR: 
Bilamana Pengadilan Agama Sragen berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-
adilnya. 
Menimbang, bahwa sebelum dilaksanakan persidangan perkara ini, Jurusita 
Pengadilan Agama Sragen telah mengumumkan adanya perkara aquo pada papan 
pengumuman Pengadilan Agama Sragen, dengan nomor 0079/Pdt.P/2019/PA. Sr 
tanggal 10 Januari  2019, dengan demikian Perma nomor KMA/032/SK/IV/2006 
tanggal 4 April 2006 telah terpenuhi; 
Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon 
datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan 
membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; 
Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan 
jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan 
Pemohon dan menyatakan tidak keberatan Pemohon mengajukan perkara ini; 
Bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa: 
1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon (JY) dengan nomor 
3314/SKT/20181129/00132 tanggal 29 Nopember 2018. Bukti P.1; 
2. Surat Keterangan Nikah atas nama GN dan JY yang dikeluarkan oleh Kantor 
Urusan Agama Kecamatan KUA. Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen Nomor 
085/KUA.11.14.04/XI/2018 tanggal 30 Nopember 2018. Bukti P.2; 
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen atas nama  Ganteng 
dengan nomor 3314-KM-23112018-0020, tanggal 29 Nopember 2018. Bukti P.3; 
4. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen dengan nomor 3314200412030281  tanggal 
23 Nopember 2018. Bukti P.4; 
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5. Fotocopy Surat Keputusan Pensiun Nomor W-I-JT-C-03087/KEP/13/98 tanggal 30 
Desember 1998 yang dikeluarkan Kepala Bagian Pemberhentian dan Pensiunan 
Departemen Agama Republik Indonesia, bukti P.5; 
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen atas nama  Sri Hartini dengan nomor 
3314205010650002 tanggal 11 Oktober 2012. Bukti P.6; 
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama SH dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil 
Kabupaten Sragen dengan nomor 29110/DNS/1988 tanggal 16 Juli 1988, bukti 
P.7; 
Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti tulis tersebut, Pemohon juga 
mengajukan  alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama: 
1. SHS, umur 59 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kedungbulus RT.12 
RW. 04 Desa Kandangsapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, saksi kenal 
dengan Pemohon sebagai tetangga, di bawah sumpahnya memberikan 
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 
 Bahwa Pemohon dan GN adalah suami isteri yang menikah di Jenar,  namun 
saksi tidak mengetahui dan tidak hadir pada acara akad nikah tersebut; 
 Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi wali dan saksi dalam pernikahan 
Pemohon dan suaminya, dan tidak mengetahui pula macam mahar yang 
diberikan Suami Pemohon kepada Pemohon; 
 Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon  
berstatus jejaka kemudian tinggal dan menetap di Kedungbulus serta telah 
dikaruniai 1 orang anak; 
 Bahwa informasi dari orang tua-orang tua dahulu, setelah akad nikah 
diadakan acara walimatul ursy Pemohon  dan suami yang dilaksanakan di 
rumah orang tua Pemohon pada tahun 1962, dan saksi hadir dalam acara 
tersebut ; 
 Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada larangan apapun yang 
menghalangi pernikahan mereka; 
 Bahwa dalam perkawinan Pemohon  dan suami Pemohon telah dikaruniai 1 
(satu) orang anak ; 
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 Bahwa suami Pemohon yang bernama GN bekerja sebagai Pegawai Negeri 
Sipil di Dinas P dan K Kabupaten Sragen, dan telah meninggal dunia pada 
tanggal 18 Nopember 2018; 
 Bahwa sampai saat ini kematian suami Pemohon, Pemohon dan suaminya  
tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam; 
 Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon sampai sekarang tidak 
tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenar, dan saat ini sangat 
membuktuhkan bukti nikah untuk pengurusan gaji pensiun janda; 
 Bahwa selama ini tidak ada pihak mana pun yang menyatakan keberatannya 
atas pernikahan Pemohon dan suami Pemohon; 
2. PJS umur 58 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kedungbulus RT.12 
RW. 04 Desa Kandangsapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen,, sebagai 
tetangga Pemohon, saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga, di bawah 
sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 
 Bahwa Pemohon dan GN adalah suami isteri yang menikah di Jenar,  namun 
saksi tidak mengetahui dan tidak hadir pada acara akad nikah tersebut; 
 Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi wali dan saksi dalam pernikahan 
Pemohon dan suaminya, dan tidak mengetahui pula macam mahar yang 
diberikan Suami Pemohon kepada Pemohon; 
 Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon  
berstatus jejaka kemudian tinggal dan menetap di Kedungbulus serta telah 
dikaruniai 1 orang anak; 
 Bahwa informasi dari orang tua-orang tua dahulu, setelah akad nikah 
diadakan acara walimatul ursy Pemohon I dan suami yang dilaksanakan di 
rumah orang tua Pemohon pada tahun 1962, dan saksi hadir dalam acara 
tersebut ; 
 Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada larangan apapun yang 
menghalangi pernikahan mereka; 
 Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan suami Pemohon telah dikaruniai 1 
(satu) orang anak ; 
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 Bahwa suami Pemohon yang bernama GN bekerja sebagai Pegawai Negeri 
Sipil di Dinas P dan K Kabupaten Sragen, dan telah meninggal dunia pada 
tanggal 18 Nopember 2018; 
 Bahwa sampai saat ini kematian suami Pemohon, Pemohon dan suaminya  
tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam; 
 Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon sampai sekarang tidak 
tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenar, dan saat ini sangat 
membuktuhkan bukti nikah untuk pengurusan gaji pensiun janda; 
 Bahwa selama ini tidak ada pihak mana pun yang menyatakan keberatannya 
atas pernikahan Pemohon dan suami Pemohon; 
3. SR, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di 
Kedungbulus RT.13 RW. 04 Desa Kandangsapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten 
Sragen, saksi kenal dengan para Pemohon sebagai adik kandung Pemohon, di 
bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 
 Bahwa saksi saat itu masih berumur 10 tahun, saksi mengetahui Pemohon 
dan suami 
 Bahwa Pemohon dan Ganteng adalah suami isteri yang menikah di KUA Jenar,  
namun saksi tidak mengetahui dan tidak hadir pada acara akad nikah 
tersebut; 
 Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan adalah ayah Pemohon/ayah 
saksi, sebab ayah Pemohon saat itu masih hidup; 
 Bahwa saksi tidak mengetahui saksi-saksi dalam pernikahan Pemohon dan 
suaminya, dan tidak mengetahui pula macam mahar yang diberikan Suami 
Pemohon kepada Pemohon; 
 Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon  
berstatus jejaka kemudian tinggal dan menetap di Kedungbulus serta telah 
dikaruniai 1 orang anak; 
 Bahwa, setelah akad nikah diadakan acara walimatul ursy Pemohon  dan 
suami dengan menyelenggarakan pentas wayang kulit yang dilaksanakan di 
rumah orang tua Pemohon pada tahun 1962; 
 Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada larangan apapun yang 
menghalangi pernikahan mereka; 
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 Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan suami Pemohon telah dikaruniai 1 
(satu) orang anak ; 
 Bahwa suami Pemohon yang bernama GN bekerja sebagai Pegawai Negeri 
Sipil di Dinas P dan K Kabupaten Sragen, dan telah meninggal dunia pada 
tanggal 18 Nopember 2018; 
 Bahwa sampai saat ini kematian suami Pemohon, Pemohon dan suaminya  
tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam; 
 Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon sampai sekarang tidak 
tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenar, dan saat ini sangat 
membuktuhkan bukti nikah untuk mengurus gaji pensiun janda; 
 Bahwa selama ini tidak ada pihak mana pun yang menyatakan keberatannya 
atas pernikahan Pemohon dan suami Pemohon; 
Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon 
menyatakan menerima dan membenarkannya; 
Bahwa Termohon tidak mengajukan pembuktian dalam persidangan, dan 
mencukupkan bukti-bukti dari Pemohon; 
Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan 
bukti-bukti tersebut dan berkesimpulan tetap dengan dalil permohonannya dan 
jawabannya, untuk kemudian mohon penetapan atas permohonan ini; 
Menimbang, bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini,  
selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk 
mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada berita acara 
persidangan tersebut; 
TENTANG HUKUMNYA 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 
sebagaimana telah diuraikan di atas; 
Menimbang, bahwa sebelum dilaksanakan persidangan perkara ini, Jurusita 
Pengadilan Agama Sragen telah mengumumkan adanya perkara aquo pada papan 
pengumuman Pengadilan Agama Sragen, dengan nomor 79/Pdt.P/2014/PA. Sr 
tanggal 10 Januari 2019, dengan demikian KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 
telah terpenuhi; 
Menimbang, bahwa perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama 
Sragen untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf 
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(e) Kompilasi Hukum Islam,  oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat 
dipertimbangkan; 
Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan itsbat nikah antara 
Pemohon dan suami Pemohon dengan mendalilkan bahwa pernikahan Pemohon dan 
suami Pemohon dilaksanakan secara syariat Islam pada tahun 1962 di KUA 
Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen dengan wali nikah bernama RD, dan disaksikan 
dua orang saksi  yaitu CP dan SS, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1,-  
akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, permohonan 
mana diajukan ke pengadilan untuk memperoleh pengesahan nikah secara hukum 
negara berdasarkan penetapan pengadilan; 
Menimbang, bahwa Termohon menyatakan membenarkan dalil-dalil 
permohonan Pemohon; 
Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut permohonan itsbat nikah, maka 
untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum, harus 
dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon tersebut 
apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari’at Islam, dan tidak 
melanggar larangan perkawinan, maka kepada Pemohon dibebani wajib pembuktian; 
Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat 
P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6  dan P.7,  dan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing 
telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana 
terurai di bagian duduk perkara; 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 membuktikan bahwa 
senyatanya Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sragen,  maka 
perkara ini secara relative merupakan kempetensi Pengadilan Agama Sragen untuk 
memeriksanya, (vide pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah 
diubah kedua dengan undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 Kompilasi 
Hukum Islam); 
Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.4 adalah Kartu Identitas diri Pemohon 
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok 
dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh 
dan mengikat; 
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Menimbang, berdasarkan bukti P.2, membuktikan bahwa Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen tidak menemukan arsip/data perkawinan 
Pemohon dengan suaminya; 
Menimbang bahwa bukti P.3, P.5, P.6 dan P.7 dikeluarkan oleh pejabat yang 
berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti 
tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat; 
Menimbang, bahwa alat bukti lain berupa tiga orang saksi dibawah 
sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar 
sendiri tentang pelaksanaan walimatul ursy Pemohon, meskipun para saksi tidak 
hadir dalam acara akad nikah Pemohon dan suaminya, dan keterangan saksi-saksi 
tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, apa yang diterangkan 
oleh saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat saksi 
sendiri tentang keberadaan hubungan perkawinan antara Pemohon dan suami 
Pemohon; 
Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut tidak mengetahui peristiwa akad 
nikah Pemohon, karena para saksi tidak  turut menghadiri acara akad nikah, namun 
senyatanya para saksi mengetahui adanya pertunjukan wayang yang 
diselenggarakan oleh wali Pemohon dalam rangka walimatul ursy Pemohon, para 
saksi juga mengetahui Pemohon dan suami Pemohon telah menikah dan hidup 
berumah tangga sebagai suami isteri sejak tahun 1962 sampai sekarang tidak 
pernah ada keberatan atau gugatan dari pihak lain tentang perkawinan Pemohon, 
dan bahwa Pemohon sebagai suami isteri dan sudah punya satu orang anak sudah 
diketahui secara luas dan sudah menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat yang 
tinggal di sekitar tempat tinggal Pemohon, sehingga dengan demikian berarti para 
saksi  yang diajukan oleh para Pemohon adalah yang disebut dengan saksi Istifadlah; 
Menimbang, bahwa para ahli hukum Islam/ulama fiqih berpendapat saksi 
Istifadah/tasamu’ dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan untuk perkara 
penetapan asal-usul anak (nasab), perkawinan, kelahiran, kematian sebagaimana 
dalil dalam Kitab Al Fiqhul Islamy wa Adillatuhu Juz VII halaman 696 yang artinya: 
“Dan telah sepakat pendapat para ahli hukum Islam (Fuqaha) dari Empat 
Mazhab tentang kebolehan menetapkan nasab (asal-usul anak) berdasarkan 
kesaksian tasamu’ (seorang yang hanya mendengar cerita/kabar yang diketahui 
oleh masyarakat luas) sebagaimana hal tersebut dibolehkan pula dalam 
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menetapkan adanya pernikahan atau perkawinan, telah berhubungan suami 
isteri, menyusui, kelahiran dan kematian”; 
Menimbang, bahwa juga berdasarkan dalil hukum yang diambil sebagai 
pendapat Majelis Hakim, sebagaimana mafhum ibarat pada kitab Mughnil Muhtaj, juz 
12 halaman 125 yang berbunyi: 
 ِدْيِدَجْلا َىلَع ِحاَكِ نلاِب َِةِلقاَعْلا ِةَغِلَابْلا ُراَرِْقا َُلبْقُيَو 
Artinya: Dan diterima pengakuan perempuan yang sudah baligh dan berakal tentang 
pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid. 
maka telah tergambar jelas, bahwa antara Pemohon dengan suaminya telah 
nyata melaksanakan pernikahan yang sah; 
Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon  dan jawaban Termohon serta 
pembuktian terhadap perkara a quo, maka dapat ditemukan fakta tentang hubungan 
hukum antara Pemohon  dengan suaminya adalah sebagai suami isteri yang telah 
melaksanakan akad nikah secara Islam pada tahun 1962 di Jenar Sragen dengan 
wali nikah bernama Radi, dan disaksikan dua orang saksi  yaitu CP dan SS, dengan 
mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1,-    dibayar tunai; 
Menimbang, bahwa berdasarkan Permenag No. 3 Tahun 1975 yang dalam 
pasal 39 ayat 4 menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat akta 
nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk 
menentukan adanya nikah, talak, cerai, atau rujuk, harus ditentukan dengan 
keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama; 
Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa 
permohonan itsbat nikah Pemohon sudah sepatutnya dapat diterima dan dikabulkan; 
Menimbang, bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon dengan 
suaminya telah terbukti dilakukan secara sah menurut syariat Islam dan tidak 
melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 s.d. Pasal 10 UU 
Nomor 1 Tahun 1974,jo. Pasal 39 s.d. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, 
permohonan mana telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e 
dan (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka oleh karena itu Majelis Hakim 
berkesimpulan dapat mengabulkan permohonan Pemohon, dengan menetapkan sah 
perkawinan antara Pemohon dengan suaminya; 
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 
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kepada Pemohon diperintahkan mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen; 
Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka 
sesuai ketentuan pasal 89 ayat  (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah 
diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara 
dibebankan kepada Pemohon; 
Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 
berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini. 
MENETAPKAN 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon  (JY) dengan suami Pemohon (GN) yang 
dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1962 di wilayah Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen; 
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada 
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  Jenar Kabupaten 
Sragen; 
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 
261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah). 
Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 
M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1440 H. oleh kami Drs. H. Achmad 
Baidlowi, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Mohamad Chabib, dan Drs. H. 
Humaidi, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Gigih 
Nuryahdi, S.H., Sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu dibacakan 
oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi 
oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon 
dan Termohon; 
 
Hakim Anggota, Ketua Majelis, 
 
 
 
 
 
Drs. H. Mohamad Chabib Drs. H. Achmad Baidlowi 
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Hakim Anggota,  
 
 
 
 
Drs. H. Humaidi Panitera Pengganti, 
  
 
 
 Gigih Nuryahdi, S.H. 
 
 
Perincian Biaya Perkara : 
1. Pendaftaran : Rp. 30.000,- 
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,- 
3. Biaya Panggilan : Rp. 170.000,- 
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,- 
5. Biaya materai : Rp. 6.000,- 
Jumlah  Rp. 261.000,- 
(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) 
